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KATA PENGANTAR

Keinginan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalana seerbagai pihak untuk
mewujudkan Aceh sebagai Provinsi Hijau melalui kegiatmabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana gempa bumi dan tsunami merupakan sebuah terobmsgnsangat positif. Hal ini
didukung dengan potensi daerah seperti kekayaan sumyeeratiem hutan dan laut yang secara

umum masih terjaga termasuk kekayaan keanekaragameatn deaty potensi lainnya.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mekabetkewenangan yang
membuka ruang dan kesempatan untuk mempercepat terwujudnyaséuasimi Provinsi Hijau.
Langkah dan komitmen Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusdalam memperlihatkan
keinginan yang kuat mewujudkan Aceh menjadi Provinsi Hijagh@®brena itu, Pemerintah Aceh
beserta komponen lainnya perlu berupaya menyusun dan melahekaagdi kebijakan yang
menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tanpa adankandan dan implementasi

kebijakan yang memastikan Aceh menuju ke arah sana, mhkersebut akan sulit diwujudkan.

DokumenAnalisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pé@anan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalanyang disusun oleh WWF-Indonesia bersama Wetlands International
Indonesia Programme (WIIP) dalam Program Green Coast nkamusalah satu inisiatif yang

diharapkan bisa memberikan konstribusi terhadap terwujudnymBirblijau Aceh.

Melalui keberadaan dokumen analisis kebijakan ini, yarlgndgenyusunannya melalui proses
panjang termasuk proses konsultasi yang melibatkan nitdtk fpaik masyarakat maupun berbagai
lapisan pemerintahan, diharapkan bisa membantu para pehde@mbtusan seperti Pemerintah
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dokumen apat dijadikan sebagai salah
satu acuan dalam menyusun dan melahirkan berbagai Keabijhususnya dalam pengelolaan

sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutaovdngirNanggroe Aceh Darussalam.

Banda Aceh, Desember 2007

Tim Penyusun



BAB |
PENDAHULUAN

A. Pengantar

Bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember |2@04telah
memporakporandakan kawasan pesisir Provinsi Nanggroe Acehsdakmn (NAD).
Bencana tersebut tidak hanya merenggut korban jiwa mayasg sangat banyak, tetapi
juga merusak infrastruktur, pemukiman, sarana dan prasaratik, permasuk rusaknya
ekosistem-ekosistem pesisir seperti intrusi air laut ddaan lumpur ke darat, hancurnya
terumbu karang dan tercabutnya beberapa vegetasi pesisibabeya garis pantai dan
morfologi lahan basah. Kerusakan bio-fisik tersebut pada alkkhmgnyebabkan rusaknya
berbagai tatanan penghidupan sosial-ekonomi-budaya miatdr&awasan ini.

Untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan yang hangubukanlah pekerjaan
yang mudah, sederhana dan singkat. Pekerjaan ini membutuhkam&orgiang kuat dari
semua pihak, perencanaan yang matang dan tepat, serta dgreaggat besar. Pekerjaan
ini membutuhkan waktu yang panjang dan dalam pelaksanaannya oiemekajian
multidimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan kd&m sebagainya yang
terintegrasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Salah satu program yang terlibat dalam kegiatan rehabdié@srekonstruksi kelautan dan
perikanan adalah progra@reen Coast.Program yang merupakan kerja sama WWF,
Wetlands Internasional, Both ENDs dan IUCN dengan dukurtgaa dari OXFAM
Belanda bertujuan melindungi keunikan ekosistem pesisir damperbaiki mata
pencaharian penduduk pesisir. Target dari kegiatan ini adalapeneaiki fungsi ekologis
daerah pesisir dan menyediakan mata pencaharian yang bprerlabagi penduduk
pesisir di daerah yang terkena tsunami. Keluaran dari promuisadalah terehabilitasinya
kondisi alam pantai dan adanya mata pencaharian yang barueddh diperbaharui,
mengembalikan mata pencaharian rakyat (seperti perikanamalen, ekowisata dan lain
sebagainya), penggunaan sumber daya baru yang terciptairpealdisipasi masyarakat
dengan fokus pada perencanaan dan perempuan.

Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kelautan dakagpam perlu dilakukan
kajian kebijakan di bidang tersebut, baik kebijakan di tingkaat maupun di tingkat
lokal/daerah. Melalui kajian ini akan diketahui apakah kd#dip yang ada sudah cukup
mendukung untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi atauukparkebijakan baru.

B. Tujuan analisis kebijakan
1. Menganalisis kebijakan pemerintah dan hukum adat laot gdadagelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Daaiussal
2. Melihat kesesuaian atau relevansi antara kebijakan peatedain hukum adat laot
terhadap kondisi sumber daya kelautan dan perikanan pascaitsunam



3. Memastikan adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alanm gasidaut dan

termasuk didalamnya mata pencaharian masyarakat pesigigrkelanjutan.

C. Fokus dan parameter analisis kebijakan
Analis kebijakan ini membagi masa peraturan perundangan @aianap :
a. Masa sebelum tsunami yang terbagi dalam 2 tahap :

1. Tahun 1956 — 1998, periode ini untuk melihat kewenangan pemeringn Ac
dalam pengelolaan sumber daya alam pada saat berdirinyiadPaceh hingga
sebelum masa reformasi.

2. Tahun 1999 — 2004, periode ini merupakan periode awal desentrdirsasia
pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besaik unengelola
sumber daya laut dan perikanan.

b. Masa pasca tsunami (2004 — 2006)
Pada periode ini UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintaham lAbe sebagai
bagian dari Perjanjian Damai (Momerandum of Understay)dilelsinki.

Untuk menjawab tujuan dari dilakukannya analisis, maka an&lebijakan akan dibatasi
dengan parameter :

1.
2.

3.

Apakah kebijakan tersebut mengedepankan prinsip-prinsip konservasi.
Apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam meagrlaiber aya laut
dan perikanan.

Apakah kebijakan tersebut mengakui hak-hak pengelolaan oleh aeety@rukum
adat laot) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikana

Bagaimana perbandingan antara kebijakan tersebut dengan hukuaoada



BAB Il
PERMASALAHAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) wilayahnya dikejilioleh perairan laut,
yaitu sebelah utara berbatasan dengan perairan Sditavidan Laut Andaman; sebelah
timur dengan perairan Selat Malaka; sebelah barat damarselangan Perairan Samudera
Indonesia. Provinsi ini memiliki panjang pantai mencap@&60 km sehingga mempunyai
kawasan pesisir dan lautan seluas 57.365,57 8belum peristiwa tsunami, sumber daya
alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di kawasan pdaisitautan terdiri atas sumber
daya dapat pulihrénewable resourc¢gssumber daya tidak dapat pulihofi-renewable
resourcey dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan lauemvifonmental servige Sumber
daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, runaomf termasuk kegiatan
budidaya pantai dan budidaya laotaficulturgd. Sumber daya tidak dapat pulih meliputi
mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedaggkgrnermasuk jasa-jasa
lingkungan pesisir dan lautan adalah pariwisata dan perhubuagan(Dahuri, 2000;
Halim, 2003).

Sebelum terjadi bencana tsunami, sumber daya kelautapet&anan di Provinsi NAD
telah dimanfaatkdnmelebihi dari daya dukungnya sehingga laju dan tingkat kerusakannya
mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan ekosigtesisir misalnya,
berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas habit&kiapan dan juga mengurangi
estetika lingkungan pesisir. Demikian pula pencemaran damesethsi menimbulkan
ancaman serius pada wilayah tersebut yang pada akhirnyartedasi pada semakin

! Secara teoritis, ada dua bentuk regulasi dalam pengekaatrer daya kelautan dan perikanan, yakein
accesgancontrolled access regulatio®pen accesadalah regulasi yang membiarkan nelayan menangkap
ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kepgn dimana saja, berapapun jumlahnya, dan
dengan alat apa saja. Regulasi ini mirip "hukum rimba” Yzasar bebas”. Secara empiris, regulasi ini
menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikemglasttragedy of commobaik berupa kerusakan
sumber daya kelautan dan perikanan maupun konflik antar nel&gaaliknyacontolled access regulation
adalah regulasi terkontrol yang dapat berupa (1) pembatapan (input restrictior), yakni membatasi
jumlah pelaku, jumlah jenis kapal, dan jenis alat tangkap, (2pa@sanoutput (output restriction, yakni
membatasi berupa jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarin Salah satu formulasi dari
pembatas input itu adalaérritorial use rightyang menekankan penggundieshing right(hak memanfaatkan
sumberdaya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dalasdigsi yang jelas. Polshing right system

ini menempatkarpemegangfishing right yang berhak melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah,
sementara yang tidak memiliishing righttidak diizinkan beroperasi di wilayah itu. Selain diatiapa yang
berhak melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan danndalagaapa kegiatan perikanan dilakukan.
Sistem yang menjurus pada bentuk pengkavlingan laut inemmgsitkan perlindungan kepentingan nelayan
kecil yang beroperasi di wilayah pantai-pesisir serta itgpgan kelestarian fungsi sumber daya sebagai
fokus perhatian. UU No. 32 Tahun 2004 yang membuat pengatmtandeyurisdiksi laut provinsi (12 mil)
dan kabupaten/kota (4 mil) mengindikasikan bahwa produk hukumenhganut konsep pengkavlingan laut.
Konsep pengkavlingan laut merupakan instrumen dari konsep regltes terkontrol dontolled access
regulatior) dalam pola pembatasan inpter(itorial use righ). UU No. 32 Tahun 2004 sebenarrsfatry
point penerapaterritorial use right.



terdegradasinya ekosistem pesisir. Dampak dari semua itu dlaskiderhadap pendapatan
masyarakat yang semakin berkurang.

Sebelum dilakukan analisis kebijakan pengelolaan kelautapeatd@nan, terlebih dahulu
dikemukakan permasalahan yang terjadi selama ini. Sedikigrgapat 2 (dua) masalah,
yaitu: (1) masalah kerusakan lingkungan fisik pesisir, (2)mpsalahan sosial dan
kelembagaan. Kedua persoalan tersebut selama ini mepjadil yang signifikan dalam
mewujudkan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang berkenan dengan pemanfaatan pesisir danFemtirtsi Nanggroe

Aceh Darussalam diantaranya sebagai berikut:
Terjadinya kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang.
Terjadinya sedimentasi dan abrasi pantai.
Pencemaran laut akibat limbah rumah tangga dan kapal.
Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, depett{pukat harimau)
Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam peageldlautan dan
perikanan.
Pada umumnya nelayan tradisional tumbuh dan berkemisaogra alami dan
melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan naluri dan pesgalang
diperoleh secara turun-temurun.
Kurangnya pembinaan terhadap nelayan.
Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan pesisir dan laut.
Terjadinya tumpang tindih perizinan eksploitasi di wilayesisir dan laut.
Belum adanya pengaturan tata ruang untuk kegiatan budidaya.
Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai jumlah madpkasamangrove yang
boleh dikonversi untuk pengembangan pertambakan.
Terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan (konflik ardktos antar tingkat
pemerintahan, dan antar daerah otonom).
Terjadinya konflik antar nelayan (antara nelayan siadal dan nelayan modern).
Rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan penegakan hidym
enforcement
Belum adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjamadakrmusaha
kepada nelayan, terutama nelayan tradisional sehingga neidgatik dengan
kemiskinan.
Belum terdapat kelembagaan pengelolaan bersama antaranpgimedan pihak lain
dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan terjadinya peristiwa tsunami pada tanggal 26 De=ef004 yang lalu, kondisi
pesisir dan laut Aceh yang sudah mengalami kerusakan menjadikise parah
kerusakannya. Kementrian Negara Lingkungan Hidup menyatakampa#latsunami
terhadap wilayah pesisir dan laut Provinsi Nanggroe Acebd3alam sebagai berikut:

Tercemarnya laut, air darat dan air tanah; terjadi paarbgaris pantai.
Hilangnya proteksi alam (mangrove) yang berfungsi sebagamidpelh pemukiman
dari gelombang dan angin serta sebagai daerah pemijgpahning groung daerah



asuhanrfursery groun)i daerah mencari makafeéding grounylbermacam biota laut
termasuk ikan.

Tercemar dan rusaknya terumbu karang yang berfungsi sebiangait teerlindung dan
pemijahan ikan.

Berkurangnya/hilangnya sumber daya ikan dan spesies pesisingjobdiversity).
Rusaknya ekosistem lahan basah; dan rusaknya ekosistem @nata@aya, pelabuhan
dan kampung nelayan yang memberikan dampak yang signifikan kieggatan
perekonomian).

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias sebagdan yang diberi mandat
oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstrdksAceh dan Nias,
mengeluarkan data yang lebih rinci tentang kerusakan di wilpgaisir. Menurut data
BRR, bencana tsunami telah menyebabkan kerusakan mangranses 9614.590 ha,
terumbu karangCoral Reef)19.000 ha, dan hutan pantai 50.000 ha. Sementara itu,
Suryadiputra (2005) dari Wetlands Internasional IndoneBiagramme (WIIP)
menyatakan, sebagai akibat dari adanya tsunami, lahan-laagah di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (terutama yang terletak di patatiaa, barat laut dan barat
daya Aceh) diduga telah banyak mengalami perubahan benaigan, maupun kualitas
air dan substrat dasarnya. Misalnya lahan basah sawah, aawdawar atau
kolam/tambak yang dulunya dalam dan berair tawar/payaunkénjadi dangkal atau
bahkan tertimbun lumpur dan berair asin dan terkontaminababar bahan pencemar
organik maupun anorganik. Lahan basah yang dulunya areadmypitskini menjadi
laguna dengan genangan air asin yang lebih luas. Tapi padiskdi Pulau Simeulue
justru sebaliknya, pulau ini diduga telah kehilanganitaek25.000 ha lahan basah
pesisirnya akibat pulau ini terangkat sekitar 1- méter, sehingga garis pantai kini
berkurang dan banyak tanaman mangrove yang mati kekeringan akibatrat
dasarnya tidak tersentuh air lagi dan kini mengerasikagaisemen.



BAB Il
ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. Masa Sebelum Tsunami ( 1956-2004)

1. Periode tahun 1956 — 1998

Dalam UU No. 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtBrmrimsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Uisehutkan mengenai batas
wilayah Aceh, namun batas ini lebih pada batas wilagaministratif dan tidak
menyebutkan secara jelas wilayah perairan yang menjadinkegyan Provinsi Aceh.
Namun, pada masa ini kewenangan terhadap perairan Inddaesia seluas 3 mil laut
berdasarkaerritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)939. Dalam
perkembangannya, wilayah teritorial ini berubah dengannighibeberapa peraturan dan
deklarasi seperti Deklarasi Juanda pada tahun 1957, UU Rp Zahun 1960 tentang
Wilayah Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentangeBahan United Nations
Convention on the Law of the Sea, dan UU No. 6 Tahun €&86éng Perairan Indonesia.

Sejumlah peraturan perundangan ini hanya mengatur mengen&iibarial laut Indonesia
sedang pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestagknngjan perairan
Indonesia diserahkan pada peraturan perundangan yang berlaidonisid Ketentuan
mengenai wilayah perikanan Republik Indonesia baru diatamdalU No. 9 Tahun 1985
tentang Perikanan yang meliputi antara lain: (a) Pedadanesia, (b) Sungai, danau,
waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Réplrabnesia, (c) Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan demikian Wilayah kagrxan Indonesia lebih luas
dibandingkan dengan perairan Indonesia.

Pada masa ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagaakebimengatur mengenai
kewenangan pemerintah daerah. Beberapa dari UU yang lalairnpasa ini, seperti UU
No. 1 Tahun 1957 dan UU No. 18 Tahun 1965 tentang PemerintabhDBlaraun, dalam

tulisan ini kedua undang-undang tersebut tidak dibahas. Deabanylh pemerintahan
orde baru, UU  No. 5 Tahun 1974 menjadi pedoman penyelenggemaanintah daerah
untuk kurun waktu seperempat abad. UU No. 5 Tahun 1974 menekankdagmem

kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsenttasgjadape mbantuan.

2 Daerah Aceh menurut UU No. 24 Tahun 1956 meliputi Kabupatéceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara,
4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-8eldan Kota Besar Kutaraja.

% pasal 23 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairamésitn Pemanfaatan, pengelolaan,
perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakuldasékan peraturan perundang-
undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.



Namun pada kenyataannya, asas dekonsentrasi dan tugas pembaatyadi lebih
menonjol. Ini berpengaruh pada pengaturan kewenangan sek@imalsgang pada kurun
waktu ini sangat sentralistik. Kewenangan daerah lebilagselpelaksana dari asas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kewenangan pemerietalh déas sumber daya
laut dan perikanan diatur dalam berbagai peraturan perundaed#oral, sebagaimana
terjabarkan pada tabel berikut di bawah ini:
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UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Provinsi Acedan

Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara

Isu Strategis

Isi

Keterangan

Konservasi Konservasi pada masa ini belum menjad| B&lbagian besar
yang dianggap penting dan mendesak, kawasan konservasi
walaupun telah ada beberapa kawasan | yang ditetapkan pada
konservasi yang ditetapkan pada masa | masa kolonial adalah
kolonial kawasan koservasi
darat.
Kewenangan Dalam UU ini Pemerintah Aceh dinyatakat

pemerintah daerah

memiliki kewenangan, hak, tugas dan
kewajiban mengenai penangkapan ikan di
pantai.

Pengakuan terhadap

hak pengelolaan
masyarakat berdasa
hukum adat

UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Isu Strategis

Isi

Keterangan

Konservasi

UU ini menyatakan Negara Rl mempuny
kedaulatan atas kekayaan alam di landas
kontinen Indonesia. Dalam melakukan
eksplorasi, eksploitasi, dan penyelidikan
ilmiah atas sumber-sumber daya alam
tersebutvajib mencegalerjadinya
pencemaran air laut dan mencegah
meluasnya pencemaran di landas kontine
Indonesia dan udara di atasnya. Disampin
itu, disyaratkan dalam pelaksanaan
eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam
landas kontinen, harus melindungi
kepentingan cagar alam.

-

g
di

Kewenangan
pemerintah daerah

Tidak dijelaskan secara eksplisit
kewenangan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pengelolaan landas kontinen

UU ini pada dasarnya
menegaskan pada
dunia luar mengenai
kedaulatan Indonesia
terhadap landas
kontinen, dan menjadi
dasar hukum atas Hal
Indonesia untuk
mengelola landas
kontinen.

Pengakuan terhaday

hak pengelolaan

hukum adat.

masyarakat berdasa‘rsedang membicarakan mengenai kedaulatan

UU landas kontinen, karena UU tersebut

) Sangat wajar jika isu ini tidak dibahas dalam

negara atas landas kontinen.
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UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah

pemerintah daerah

Isu Strategis Isi Keterangan
Konservasi Tidak diatur mengenai isu konservasi dalam
UU ini, namun ada/tidak adanya
kewenangan daerah dalam konservasi digtur
dalam undang-undang sektoral.
Kewenangan Pemerintah daerah sebagai pelaksana dafriDalam periode ini

asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tug
pembantuan yang secara spesifik diatur
dalam peraturan perundangan sektoral.

Jaeraturan perundanga

n
sektoral yang
mengatur sumber day;
laut dan perikanan

masih tersebar dalam
peraturan perundanga
sektoral.

n

Pengakuan terhaday
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

D

Isu Strategis

Isu ini tidak relevan dengan UU pokok
pemerintah daerah.

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Isi’Komentar

Keterangan

Konservasi

Disebutkan bahwa negara memiliki
yurisdiksi untuk melakukan perlindungan
dan pelestarian lingkungan laut.
Perlindungan ini dilakukan dengan bebera
cara yaitu pengontrolan melalui perizinan,
penegakan hukum jika terjadi pencemarar
lingkungan di ZEE dan , dan menjamin
batas panen lestari (Maximum sustainable
yield) sumber daya alam hayatinya di Zon
Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Tata cara pelaksanan
terhadap perlindungar
atas pencemaran
paisesuaikan dengan
UU sektoral.

Il

Il

[

Kewenangan
pemerintah daerah

Tidak diatur

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasa

hukum adat

Tahun 2004 Tentang
Isu Strategis

Tidak diatur

UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (dicabut dan digantikadengan UU No. 31

Perikanan)

Isi’Komentar

Keterangan

Konservasi

UU ini mengatur mengenai pengelolaan
sumber daya perikanan. UU menyatakan

bahwa pengelolan sumber daya perikanar

I
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yang dilakukan secara terpadu dan terara
dengan melestarikan sumber daya ikan
beserta lingkungannya. Disebut pula
mengenai pembentukan daerah suaka
perikanan dan perlindungan terhadap jenis
ikan yang langka.
Kewenangan Daerah sebagai pelaksana asas dekonsentrasi
pemerintah daerah | dan tugas pembantuan

Pengakuan terhadap Dalam UU perikanan, pengaturan

hak pengelolaan pengelolaan sumber daya perikanan
masyarakat berdasarmerupakan domein mutlak pemerintah.
hukum adat Pemerintah melakukan pengaturan yang
seragam terhadap semua aspek pengelolaan,
sehingga tidak terlihat ruang bagi
pengelolaan berdasar hukum adat.

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

=)

Isu Strategis Isi’Komentar Keterangan
Konservasi Mengatur mengenai kawasan konservasiPerlindungan terhadap
dan konservasi terhadap jenis satwa dan| jenis satwa dan
tumbuhan yang dilindungi, termasuk tumbuhan yang

kawasan konservasi perairan. Ada 3 hal | dilindungi diatur lebih
yang diatur yaitu perlindungan, pengawetalanjut dalam PP No. 7
dan pemanfataan. Aturan dalam UU ini | Tahun 1999.
dapat diterapkan baik pada kawasan
konservasi darat maupun laut.
Kewenangan Sebagai pelaksana dari penyerahan sebagian
pemerintah daerah | urusan di bidang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya. Dan
melakukan tugas pembantuan dari
pemerintah pusat.
Pengakuan terhadap Pengakuan terhadap isu ini memang tidak
hak pengelolaan secara eksplisit ada, namun jika ditafsirkan
masyarakat berdasarsecara luas dalam Kawasan Taman Wisata
hukum adat alam diperbolehkan adanya kegiatan
pelestarian budaya

Isu Strategis Isi’Komentar Keterangan
Konservasi Dalam rangka menjaga sumber daya
kelautan dan perikanan, pembentuk UU
membuat satu bab khusus tentang
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran oleh kapal. Bab ini berisikan
beberapa ketentuan:

Setiap kapal dilarang melakukan
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pembuangan limbah atau bahan lain
apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Setiap kapal yang dioperasikan wajib
dilengkapi dengan peralatan pencegahan
pencemaran sebagai bagian dari
persyaratan kelayakan kapal.

Setiap nakhoda atau pemimpin kapal
dan/atau anak buah kapal wajib
mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan yang bersumber dari
kapalnya.

Setiap nakhoda atau pemimpin kapa
wajib menanggulangi pencemaran yang
bersumber dari kapalnya.

Nakhoda atau pemimpin kapal wajib
segera melaporkan kepada pejabat
pemerintah yang berwenang terdekat atau
instansi yang berwenang menangani
penanggulangan pencemaran laut
mengenai terjadinya pencemaran laut
yang disebabkan oleh kapalnya atau oleh
kapal lain atau apabila melihat adanya
pencemaran di laut.

Pemilik atau operator kapal bertanggung
jawab terhadap pencemaran yang bersumber
dari kapalnya.

Kewenangan Tidak terdapat satu pasal pun yang Untuk pelaksanaan
pemerintah daerah | menjelaskan adanya penyerahan wewenapglayaran undang-
kepada daerah undang membuka

ruang bagi pemerintah
untuk bekerja sama
dengan BUMN

Pengakuan terhadap Pengakuan terhadap pelayaran rakyat
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (dicabut dan digantikalengan UU

No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
Isu Strategis Isi’Komentar Keterangan
Konservasi Pengertian ruang dalam UU ini meliputi
ruang daratarruang lautandan ruang
udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lainnya hidup dan
melakukan kegiatan serta memelihara
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kelangsungan hidupnya. Tujuan pengatut
penataan ruang dimaksudkan untuk
mengatur hubungan antara berbagai
kegiatan dengan fungsi ruang guna
tercapainya pemanfaatan ruang yang
berkualitas. Salah satu kawasan yang dia
dalam penataan ruang adalah kawasan
lindung yang bentuk pengaturan di
dalamnya berupa upaya konservasi,
rehabilitasi, penelitian, obyek wisata
lingkungan, dan lain-lain yang sejenis.

an

tur

Kewenangan
pemerintah daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan
untuk mengatur tata ruang di wilayahnya
yang meliputi ruang daratan, ruang lauta
dan ruang udara sampai batas tertentu ya
diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

ing

Pengakuan terhaday
hak pengelolaan

0 Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam Ul
penataan ruang

Isu Strategis

Isi’Komentar

J

masyarakat berdasar
hukum adat
UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Keterangan

Konservasi

Pemanfaatan, pengelolaan, perlindunga
dan pelestarian lingkungan perairan
Indonesia dilakukan berdasarkan
peraturanperundang-undangan nasional
yang berlaku dan hukum internasional.

=]

Kewenangan
pemerintah daerah

Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam Ul
perairan

J

Pengakuan terhaday
hak pengelolaan

hukum adat

Isu Strategis

masyarakat berdasa

0 Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam Ul
perairan
r

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isi’Komentar

JUU perairan mengatur
kedaulatan Indonesia
dan hak, wewenang
dan kewajiban Negara
berkaitan dengan
kedaulatan tersebut

Keterangan

Konservasi

Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan
secara terpadu dengan penataan ruang,
perlindungan sumber daya alam nonhaya
perlindungan sumberdaya buatan,
konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnyacagar budaya,
keanekaragaman hayati dan perubahan

iklim. UU ini juga mewajibkan setiap oran
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memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan,
termasuk lingkungan laut.

Kewenangan Mengikutsertakan Pemerintah Daerah untuk
pemerintah daerah | membantu Pemerintah Pusat dalam
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
di daerah dengan mekanisme penyerahkan
sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah agar menjadi urusan
rumah tangganya.

Pengakuan terhadap Kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan

hak pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
masyarakat berdasardengan tetap memperhatikan nilai-nilai
hukum adat agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat.
PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati chra

Ekonomi Eksklusif Indonesia
Isu Strategis Isi’Komentar Keterangan
Konservasi Untuk pelestarian sumber daya alam hayati,
PP ini melarang penangkapan ikan di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan
menggunakan bahan peledak, racun, listrik,
dan bahan atau alat lainnya yang berbahaya.
Dalam rangka konservasi, PP ini
memberikan kewenangan kepada Menter
Pertanian (sekarang Menteri Kelautan da
Perikanan) untuk menetapkan jumlah
tangkapan yang diperbolehkan menurut
jenis atau kelompok jenis sumber daya alam
hayati di sebagian atau seluruh Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penetapan
jumlah tangkapan yang diperbolehkan
tersebut didasarkan kepada data hasil
penelitian, survei, evaluasi dan/atau hasil
kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya,
Menteri juga menetapkan alokasi jumlah
unit kapal perikanan dan jenis alat
penangkap ikan dari masing-masing kapa
dengan memperhatikan jumlah tangkapa
yang diperbolehkan.
Kewenangan Dalam PP ini terlihat bahwa dalam
pemerintah daerah | pengelolaan sumber daya alam hayati di
ZEE merupakan kewenangan pusat dalam
hal ini dijalankan oleh Menteri Pertanian.
Pengakuan terhadap Tidak diatur.

D  —

-
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hak pengelolaan
masyarakat berdas
hukum adat

r

PP 15 Tahun 1990 jo PP 46 1993 tentang Usaha Perikanan

Isu Strategis Isi’Komentar Keterangan
Konservasi Untuk pengendalian terhadap sumber daya
perikanan digunakan mekanisme kontrol
berupa penijauan kembali penetapan
penangkapan ikan dan atau jenis penangkap
ikan oleh pemberi izin.
Kewenangan 1. Mengeluarkan Izin Usaha PerikanaBatasan yang diberika

pemerintah daerah

(IUP) dan Surat Penangkapan lkan (S
kepada perusahaan perikanan .
berdomisili dan berpangkalan di wilays
administrasinya dengan ketentuan tertent
2. Mengeluarkan IUP dan SPI kepa3
perusahan perikanan yang melakul
pembudidayaan ikan di air tawar, di
payau dan dilaut yang tidak menggunal
modal dan atau tenaga asing.

3. Mendapatkan pungutan sebesar 2,5
dari harga jual seluruh ikan yang ditangk
dan 1% dari harga jual seluruh ikan ya
dibudidayakan dari perusahaan perika
yang izin usahanya dikeluarkan ol
pemerintah daerah.

4. mendapatkan 30% pendapatan (
pendapatan pemerintah pusat yang ber
dari pungutan perikanan pemerintah pusa

Biaitu : kapal perikanan
atigak bermotor, kapal
aperikanan bermotor
duar, dan kapal
dzerikanan bermotor
@lalam yang berukuran
atidak lebih dari 30 GT
K@lan atau yang

mesinnya berkekuatan
thitak lebih dari 90
(dpaya Kuda serta tidak
ngenggunakan modal
ndan atau tenaga asing
eh

dari
asal
\t.

Pengakuan terhaday

0 Tidak diatur

hak pengelolaan
masyarakat berdasa
hukum adat

r

PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Ka

Isu Strategis

Isi’fKomentar

Keterangan

Konservasi Sebagai aturan pelaksanan dari UU No. 5
Tahun 1990 dan berisi aturan yang lebih
rinci  mengenai pengelolaan kawasan
konservasi.

Kewenangan Memberikan pertimbangan untuk penetapan

pemerintah daerah

daerah penyangga dan Kawasan Su
Alam

aka

Pengakuan terhaday

0 Tidak diatur

hak pengelolaan
masyarakat berdas
hukum adat

¥
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas pengelolaan dayabut
dan perikanan pada periode ini dilakukan oleh banyak depariastgunsi
pemerintah sektoral, diantaranya Departemen Pertaniah ALNKementerian
Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan dan Departemen Redarh

2. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut d&ansari sangat
terbatas pada kewenangan yang diserahkan oleh pemerintdah Baldean jika
melihat pada PP tentang Usaha Perikanan, kewenangan psmimni oleh
pemerintah daerah hanya diberikan kepada perusahaan perikamgn y
berdomisili di wilayah administrasinya. Jadi keweramgtersebut bukan
kewenangan terhadap wilayah lautnya.

3. Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hadiima@pir
tidak ada dalam kurun periode ini.

2. Periode tahun 1999 - 2004

Tahun 1999 dianggap sebagai tonggak desentralisasi dengan lakinya. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang melakukan perubaharagiéad atau drastik

pada sistem pemerintahan di Indonesia. Besaran perupahgnerjadi diantaranya:

1. Dari pola yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemherdaerah
berubah menjadi pola yang menekankan demokrasi dan keberagkataan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terjadi pergeseran dari dekonsentrasi menjadi desentralisas

Hubungan antara daerah Kabupaten dan Provinsi yang seemgkntung

(dependent) dan subordinat berubah menjadi tidak terga(ihdependent) dan

koordinasi.

4. Distribusi urusan pemerintahan yang semula dilakukan demgsmci urusan
pemerintah daerah diubah dengan dengan sebaliknya yaitncmerusan
pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan rabkge urusan
pemerintahan diluar wewenang pemerintah pusat untuk dikglarpemerintah
daerah.

wmn

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan batasan kewenangan yang jpédakgemerintah
daerah untuk mengelola sumber daya alam laut dan perikahasu¥& untuk Provinsi
Aceh pada tahun 1999 lahir pula UU No. 44 Tahun 1999 tentang |Peggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalardamg-undang ini disebutkan
bahwa untuk pengaturan otonomi daerah Provinsi Aceh tunduklpdddo. 22 Tahun
1999, namun khusus untuk Aceh diberikan kewenangan khususnflesisian) untuk
menyelenggarakan kehidupan beragama, menyelenggaraan kehidupan adat
menyelenggarakan pendidikan dan mengatur peran ulama dalatagzen kebijakan
daerah. Adat diartikan sebagai aturan atau perbuatan yasgnthan syariat Islam
yang lazim dituruti, dihormati dan dimuliakan sejak dahyéang dijadikan sebagai
landasan hidup. Dengan lahirnya UU ini, maka mulai diakuauld sebagai bagian dari
aturan dalam kehidupan di Aceh. Pada tahun 2004, terjadi perukaindali pada aturan
mengenai pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber @dly@nan dan kelautan
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dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahaniDa@naUU No. 31
Tahun 2004 tentang Perikanan.

Disamping dua undang-undang tersebut, pada tahun 2004 diterbitk&oU18 Tahun
2004 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah istimea@hASebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, yang lahir terlebih dahulu dibardbngan UU No. 32
Tahun 2004 sehingga masih berdasar pada UU No. 22 Tahun 1999. UU Nahu8 T
2004 menyatakan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya mengatemakean
pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yangupaian kekhususan dari
kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana wamg ddilam UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun té8@thg
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian gatsmyang lebih luas
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumiierrsekonomi,
menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber dayssiana
menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkansprta
masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tateakgamakat yang sesuai dengan
nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secatmal Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Dalamssalalam memajukan
penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh dadanos dan
mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka ke&khudBemerintah
membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Prounggjrbla Aceh
Darussalam termasuk kemungkinan tambahan penerimaan selgitelgh diatur dalam
undang-undang ini. Undang-undang ini menempatkan titik beoaboti khusus pada
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletgdda daerah
Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsionahukie&an ini merupakan
peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, supan@yentukan
dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuaindgmgadan
semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilaithiairhasyarakat Aceh,
diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut de@gamun Qanun Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nandgede Darussalam yang
dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain desmgakum
asaslex specialis derogaat lex generatien Mahkamah Agung berwenang melakukan
uji materiil terhadap Qanun. Satu hal yang terkait dafmngelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan dalam UU No. 18 Tahun 2004 adalah dalambaegan
keuangan, bagi hasil perikanan yang akan diterima oleteqr@ah Aceh disebutkan
sebesar 80 % .

Tabel berikut kan memperlihatkan peraturan perundangan padaeeaioun 1999 —
2004 yang terkait dalam tiga isu yaitu konservasi sumber dayadkn perikanan,
kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut dan perikaria isu
pengakuan terhadap hak pengelolaan sumberdaya laut dan perikaimanasyarakat
berdasar hukum adat.
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UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Paerah ( Mencabut UUoN5 Tahun

1974)
Isu Strategis

Isi

Keterangan

Konservasi

Kewenangan untuk melakukan
konservasi disebutkan merupakan
kewenangan lain pemerintah pusat,
namun khusus untuk konservasi laut,
daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur sebatas wilayah laut yang
dimiliki oleh daerah.

Kewenangan
Pemerintah Daerah

Wilayah Daerah Provinsi, terdiri atas
wilayah darat dan wilayah laut sejauh
dua batas mil laut yang diukur dari gal
pantai ke arah laut lepas dan atau ke
arah perairan kepulauan. Kewenanga
Daerah di wilayah laut, meliputi:

a. eksplorasi, eksploitasi,
konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut sebatas wilayah
laut tersebut;

b. pengaturan kepentingan
administratif;

C. pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap
peraturan yang dikeluarkan oleh
Daerah atau yang dilimpahkan
kewenangannya oieh Pemerinta
dan

e. bantuan penegakan keamanan
kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota di wilayah laut

sebagaimana adalah sejauh sepertig:
dari batas laut Daerah Provinsi.

is

=)

h;

dan

1S

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar

Tidak diatur

hukum adat
UU No. 44 Tahun 199

9 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsadyah

Istimewa Aceh
Isu Strategis

Isi

Keterangan

Konservasi

Isu ini tidak relevan untuk diatur dala

m

UU No. 44 Tahun 1999
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Kewenangan
Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah dalam
mengelola sumber daya laut dan
perikanan berdasar pada UU No. 22
Tahun 1999.

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerahtisiewa Aceh
Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Daerah dapat menetapkan berbagai
kebijakan dalam upaya pemberdayaan,
pelestarian dan pengembangan adat
serta lembaga adat di wilayahnya.
Daerah juga dapat membentuk lembaga
adat dan atau mengakui lembaga adat
yang sudah ada sesuai dengan
kedudukannya di provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman
dan kelurahan atau desa atau gampong.

Isu Strategis Isi Keterangan
Konservasi Tunduk pada ketentuan UU No. 22
Tahun 1999
Kewenangan Tunduk pada ketentuan UU No. 22
Pemerintah Daerah | Tahun 1999

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

UU No. 31 Tahun 200
Isu Strategis

Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe
adalah lembaga yang merupakan
simbol bagi pelestarian
penyelenggaraan kehidupan adat,
budaya, dan pemersatu masyarakat d
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe
bukan merupakan lembaga politik da
pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.

=)

4 tentang Perikanan
Isi Keterangan

Konservasi

Upaya konservasi ekosistem, konseryasi
jenis ikan,dan konservasi genetika
ikan.Kawasan konservasi yang terkait
dengan perikanan antara lain adalah
terumbu karang, padang lamun, baka
rawa, danau, sungai dan embung yan
dianggap penting untuk dilakukan
konservasi. Jenis kawasan konservas
berupa suaka alam perairan, taman
nasional perairan, taman wisata perairan

[(® R
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dan atau suaka perikanan.

Kewenangan
Pemerintah Daerah

Penyerahan sebagian urusan perikanan

dari Pemerintah kepada Pemerintah
Daerah dan penarikannya kembali
ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pemerintah dapat menugaskan kepad

Pemerintah Daerah untuk melaksanak

urusan tugas pembantuan di bidang
perikanan.

a
an

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

UU No. 32 Tahun 200
1999)
Isu Strategis

Pengelolaan perikanan untuk
kepentingan penangkapan ikan dan
pembudidayaan ikan harus
mempertimbangkan hukum adat
dan/atau kearifan lokal serta
memperhatikan peran serta masyarak

4 tentang Pemerintahan Daerah (Mencabut UU N®2 Tahun

Isi

at.

Keterangan

Konservasi

Kewenangan untuk melakukan
konservasi disebutkan merupakan
kewenangan lain pemerintah pusat,
namun khusus untuk konservasi laut,
daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur sebatas wilayah laut yang
dimiliki oleh daerah.

Kewenangan
Pemerintah Daerah

Daerah yang memiliki wilayah laut
diberikan kewenangan untuk
mengelola
sumber daya di wilayah laut.
Daerah mendapatkan bagi hagihs
pengelolaan sumber daya alam di
bawah dasar
dan/atau di dasar laut sesuai denga
peraturan perundang-undangan.
Kewenangan daerah untuk mengelg
sumber daya di wilayah laut
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi,
konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut;

Ketentuan dalam
Undang-Undang ini
berlaku bagi Provinsi
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam,
\nProvinsi Papua, dan
Provinsi Daerah
yldstimewa Yogyakarta
sepanjangidak diatur
secara khusus dalam
undang-undang
tersendiri

b. pengaturan administratif;
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Cc. pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap
peraturan yang dikeluarkan olel
daerah atau yang dilimpahkan
kewenangannya oleh Pemerinta
ikut serta dalam pemeliharaan
keamanan; dan
f. ikut serta dalam pertahanan
kedaulatan negara.
Kewenangan untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut
sebagaimana dimaksud pada ayat
paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah lau
lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan untuk provinsi dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangz
provinsi untuk kabupaten/kota.

e.

1h;

(3)

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukt
adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

an atau Pakas Laut

PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran d

Isu Strategis

Isi

Keterangan

Konservasi

Berupa perlindungan mutu laut meliputi

upaya atau kegiatan pengendalian
pencemaran dan/atau perusakan laut
bertujuan untuk mencegah atau

mengurangi turunnya mutu laut dan/atau

rusaknya sumber daya laut.

Kewenangan
Pemerintah Daerah

Menetapkan status mutu laut

berdasarkan pedoman teknis penetap
status mutu laut yang ditetapkan oleh
kepala instansi yang bertanggung jaw

an

ab

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

Isu tidak relevan
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PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan KewenangamW#nsi

Sebagai Daerah Otonom
Isu Strategis

Isi

Keterangan

Konservasi Dibukanya ruang secara khusus untuk
membicarakan tentang konservasi
sumber daya laut dan perikanan.

Kewenangan Kewenangan provinsi dalam mengelola

Pemerintah Daerah

sumber daya laut dan perikanan :

Penataan dan pengelolaan perairan d

wilayah laut Provinsi.

a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi
dan pengelolaan kekayaan laut
sebatas wilayah laut kewenangan
provinsi.

b. Konservasi dan pengelolaan plasn
nutfah spesifik lokasi serta suaka
perikanan di wilayah laut
kewenangan provinsi.

c. Pelayanan izin usaha
pembudidayaan dan penangkapan
ikan pada perairan laut di wilayah
laut kewenangan provinsi.

d. Pengawasan pemanfaatan sumber

daya ikan di wilayah laut
kewenangan provinsi.

e. Pengelolaan sumber daya mineral
dan energi non migas kecuali bahg
radio aktif pada wilayah laut dari 4
(empat) sampai dengan 12 (dua
belas) mil.

f. Pengaturan pengelolaan lingkunga
dalam pemanfaatan sumber daya
laut 4 (empat) mil sampai dengan
(dua belas) mil.

Kewenangan daerah kabupaten/kota
diluar kewenangan provinsi dan
pemerintah pusat.

na

N

n

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

Isu ini tidak relevan untuk diatur dalan
PP No. 25 Tahun 2000.
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PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 15 Tahun 1990

tentang Usaha Perika

Isu Strategis Isi Keterangan
Konservasi Tidak diatur
Kewenangan Membagi kewenangan pemerintah

Pemerintah Daerah | menjadi 2 kewenangan provinsi dan
kewenangan kabupaten/kota.
Kewenangan provinsi :

1. Mengeluarkan Izin Usaha
Perikanan (IUP), Surat
Penangkapan lkan (SPI), Surat
Izin Kapal Pengangkut Ikan
Indonesia (SIKPII) dan Surat Izip
kapal Penangkap dan Pengangkut
Ikan Indonesia (SIKPPII) kepad:
perusahaan perikanan atau
perorangan yang melakukan
penangkapan ikan atas wilayah
laut sejauh 12 mil laut yang
diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas dan atau ke arah
perairan kepulauan yang
berdomisili di wilayah
administrasinya, yang
menggunakan kapal perikanan
bermotor dalam (inboard motor)
yang tidak lebih dari 30 GT dan
atau yang mesinnya berkekuatan
tidak lebih dari 90 Daya Kuda
(DK) dan berpangkalan di
wilayah administrasinya serta
tidak menggunakan modal dan
atau tenaga asing.

2. Mengeluarkan IUP kepada
perusahan perikanan Indonesia
yang melakukan pembudidayaa
ikan di air tawar, di air payau da
di wilayah laut provinsi yang
tidak menggunakan modal dan
atau tenaga asing.

55

o Jilen |

Kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota :
1. Mengeluarkan Izin Usaha
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Perikanan (IUP), Surat
Penangkapan lkan (SPI), Surat
Izin Kapal Pengangkut Ikan
Indonesia (SIKPII) dan Surat Izip
Kapal Penangkap dan Pengangkut
Ikan Indonesia (SIKPPII) kepad:
perusahaan dan perorangan yang
melakukan penangkapan ikan d
wilayah laut Kabupaten/Kota
yang berdomisili di wilayah
administrasinya yang
menggunakan kapal perikanan
bermotor dalam berukuran tidak
lebih dari 10 GT dan atau yang
mesinnya berkekuatan tidak lebjh
dari 30 Daya Kuda (DK) dan
berpangkalan di wilayah
administrasinya serta tidak
menggunakan modal dan atau
tenaga asing.

2. Mengeluarkan IUP kepada
perusahan perikanan Indonesia
yang melakukan pembudidayaa
ikan di air tawar, di air payau da
diwilayah laut Kabupaten/Kota
serta yang tidak menggunakan
modal dan atau tenaga asing.

Pengakuan terhadap | Tidak diatur

hak pengelolaan

masyarakat berdasar

55

5 D

hukum adat
PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
Isu Strategis Isi Keterangan
Konservasi Tidak diatur
Kewenangan Kewenangan pemerintah daerah sudgtfalah satu UU yang
Pemerintah Daerah | dibagi dalam kewenangan Provinsi dandisebut dalam
kabupaten. Kewenangan Provinsi: | konsideran adalah UU

1. Mengeluarkan Izin Usaha No. 22 Tahun 1999

Perikanan (IUP) ,Surat
Penangkapan lkan (SPI), dan
Surat Izin Kapal Pengangkut
Ikan (SIKPI) kepada perusahagn
perikanan Indonesia dan atau
pengangkutan ikan yang
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Kewenangan Pemerintah Kabupaten/

Kota :
1.

berdomisili di wilayah
administrasinya, yang
menggunakan kapal perikanan

tidak bermotor, kapal perikanan

bermotor luar dan kapal

perikanan bermotor dalam yang

berukuran diatas 10 GT dan
tidak lebih dari 30 GT dan atau
yang mesinnya berkekuatan
tidak lebih dari 90 Daya Kuda
(DK) dan berpangkalan di
wilayah administrasinya serta
tidak menggunakan modal dan
atau tenaga asing.
Mengeluarkan IUP kepada

perusahan perikanan Indonesia
yang melakukan pembudidayaan

ikan di air tawar, di air payau
dan dilaut yang tidak
menggunakan modal dan atau
tenaga asing

Mengeluarkan Izin Usaha
Perikanan (IUP) ,Surat
Penangkapan lkan (SPI), dan
Surat Izin apal Pengangkut lka
(SIKPI) kepada perusahaan
perikanan Indonesia dan atau
pengangkutan ikan yang
berdomisili di wilayah
administrasinya, yang
menggunakan kapal perikanan
tidak bermotor, kapal perikanar
bermotor luar dan kapal
perikanan bermotor dalam yang
berukuran tidak lebih dari 10 G
dan atau yang mesinnya
berkekuatan tidak lebih dari 30
Daya Kuda (DK) dan
berpangkalan di wilayah
administrasinya serta tidak
menggunakan modal dan atau
tenaga asing.

=)

I

— =
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2. Mengeluarkan IUP kepada
perusahan perikanan Indonesia
yang melakukan pembudidayaz
ikan di air tawar, di air payau
dan dilaut yang tidak
menggunakan modal dan atau
tenaga asing.

A

Pengakuan terhadap
hak pengelolaan
masyarakat berdasar
hukum adat

Tidak diatur
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Dari tabel diatas terlihat telah terjadi perubahan ijgdittkum dimana persoalan konservasi
dan pengakuan terhadap masyarakat adat mulai tercata fg=rformal. Khusus untuk
Provinsi Aceh, secara legal formal keberadaan hukum adgtyasih berlaku diakui dan
memiliki kekuatan mengikat dengan pengaturan melalui Qanun.

B. Masa Pasca Tsunami ( 2004-2007)

Pada periode ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijalkean dengka rehabilitasi
dan rekonstruksi Aceh diantaranya Perpu No. 2 Tahun 2005 tuRerd@residen No. 30
Tahun 2005, UU No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasielam&ruksi Wilayah
dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias RioSumatera Utara,
Perpres No. 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/PerokamgpBalam Rangka
Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidipasyarakat Provinsi
NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara. Di sisi tnadi perubahan politik hukum di
Aceh dengan ditandatanganinya MoU antara Pemerintah Indatesgan Gerakan Aceh
Merdeka di Helsinki dimana salah satu produk dari MoU adatahbitkannya UU No. 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini mencabut €18 Tahun 2001. Dengan
lahirnya UU No. 11 Tahun 2006, maka Provinsi Aceh dalam memygsgakan
kepemerintahannya tidak lagi menggunakan UU No. 32 Tahun 200¥ jdJ 18 Tahun
2001, tapi berdasar pada pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2006.itBefs@merintah
juga terakhir mengeluarkan UU No 27 Tahun 2007 tentang PengeMldayah Pesisir
dan Pulau — Pulau Kecil yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

1. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusdadasgkan Perpu No. 2
Tahun 2005, membentuk sebuah lembaga (Badan Rehabilitasi #ansRaksi) yang
dibentuk untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayala estcana tsunami di
Aceh dan Nias yang berada di bawah dan bertanggung jawgdutankepada Presiden.
Secara kelembagaan, BRR dapat diartikan sebagai bagianrdan pemerintah pusat,
namun jika melihat dalam Perpu No. 2 Tahun 2005, pemerineahldanenjadi bagian dari
BRR. Dari tiga organ dalam BRR (Dewan Pengarah, Dewamgd&vas dan Badan
Pelaksana), terdapat unsur dari pemerintah daerah dalamrghmyaitu sebagai anggota
Dewan Pengarah dan Wakil Kepala Badan Pelaksana dgabata jabatafex-officio)
oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. BRR menurut Perp2 Nahun 2005 hanya
melaksanakan tugas selama 4 tahun dan dapat diperpanjang kgkabaliperlukan.
Dengan demikian diharapkan jalannya rehabilitasi dan rekidssthceh dapat terkoordinir
dengan baik dan terintegrasi menjadi bagian dari kebijakan peaterdaerah, bukan
hanya menjadi program pemerintah pusat.

Ruang lingkup Perpu berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstrukdVithyah Pasca
Bencana Batasan wilayah pasca bencana adalalayah Provinsi Nanggore Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana
alam gempa bumi dan gelombang tsunamatasan ini penting karena disamping
berlakunya Perpu No. 2 Tahun 2005 yang kemudian ditetapkan mekjadoU10 Tahun

2005 berlaku pula UU pemerintah daerah (UU No. 32 Tahun 2004) dawoU18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah IstimewahAsebagai Provinsi
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Nanggroe Aceh Darussalam. Batasan ini menjelaskan kewen&Ra berdasar Perpu
No. 2 Tahun 2005 adalah hanya pada wilayah pasca bencana sel@dgaty di luar itu
mutlak menjadi kewenangan pemerintah daerah Aceh.

Beberapa hal dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yangirdddglam Perpu yang terkait
dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan adalah :

a. Penataan ruang;

b. Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
Program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana disebutkam d@drpu dijabarkan
sesuai dengan rencana induk yang diatur dalam Peratuzaidd?®r No. 30 Tahun 2005
tentang Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupanaviasyt Provinsi NAD dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Empat kebijakan utama yang menjadi acuan dari program rehsibilliga rekonstruksi di
bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu: iid@mulihan kembali daya
dukung lingkungan dan mengamankan lingkungan eksis{)g memulihkan kembali
kegiatan perekonomian masyarakat yang mengandalkan sumber daygZ)amlibatkan
masyarakat dan menggunakan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi
bencana dan kegiatan pembangunatan (4) emulihkan kembali sistem kelembagan
sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat pemerirkalempat kebijakan di atas
tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan KehidMaayarakat Provinsi
NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yandh lelitenal dengan Blue
Print”.
1. Kebijakan pemulihkan kembali daya dukung lingkungan dan mengamdmnkgsi
sumber daya alam yang masih ada.
Besarnya kerusakan sumber daya alam dan ekosistem akibgg gtan tsunami,
terutama di wilayah pesisir, memerlukan perhatian khdsmsmenjadi pertimbangan
dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemampuga dakung
lingkungan untuk keperluan pembangunan harus dipulihkan kembali elgharbaik
daripada kondisi sebelum terjadi bencana. Sementara ilenggsumber daya alam dan
kondisi lingkungan yang tidak terkena dampak bencana hamamadkan dan
dipergunakan sebijak mungkin mengingat dalam tahapan pembangiadilitasi dan
rekonstruksi akan banyak membutuhkan bahan sumber daya ddagaisbahan baku
dasar pembangunan.

Strategi pemulihan kembali daya dukung lingkungan pesisir dars&hagai berikut:
Merehabilitasi terumbu karang.
Kegiatan pokok meliputi pendataan kembali terumbu karang, peaankembali
terumbu karang dan penyusunan mekanisme kelembagaan.
Merehabilitasi dan membangun zona penyar(@geen belt) kawasan tambak dan
hutan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter @agéan belt
(sabuk hijau) adalah suatu hamparan pepohonan yang diharapap
dipertahankan hidup dan tumbuh dalam suatu lebaran tertadiau gempadan
suatu badan perairan. Sabuk hijau bisa terdapat dpgeyai, di tepi sungai, tepi
danau/telaga/waduk dan bertujuan agar garis pantaidt@pi berbagai badan
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perairan ini dapat diamankan dari pengaruh-pengaruh kakualam yang
merusak (seperti abrasi, erosi, angin dan sebagainya).

Konsep sabuk hijau sebenarnya telah lama dituangkan dadatak kebijakan
oleh berbagai instansi pemerintah terkait sejak tiga dkekang lalu. Misalnya
oleh Direktorat Jenderal Perikanan melalui SK Dirjen ik&@an

No H.1/4/2/18/1975, dimana dinyatakan bahwa lebar habuk laigelah 400 m
dari rata-rata garis surut terendah; atau kemudiah @eektorat Jenderal
Kehutanan melalui SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/I/BL9yang

menyatakan bahwa lebar sabuk hijau adalah 50 m dariggmntai dan 10 m dari
tepi sungai. Lalu pada tahun 1984 melalui surat kepmtusersama antara
Menteri Kehutanan dan Pertanian dikeluarkan lagi suegutusan bersama
No. KB 550/246/Kpts/1984 & 082/Kpts-11/1984, dimanguluskan bahwa
lebar sabuk hijau adalah 200 m di sepanjang pantairadia menebang
mangrove di Pulau Jawa dan semua mangrove di pulau-pkdail yang

berukuran kurang dari 1.000 ha harus dikonservasi. Targkdda tahun 1990,
muncul lagi surat Keputusan Presiden No. 32 Tahun 129@® menyatakan
bahwa lebar sabuk hijau adalah 130 kali perbedaan tinggsimum pasang
surut menuju darat.

Dari berbagai kebijakan di atas, dalam konteks pegeas telah ada rencana
atau usaha-usaha pemerintah untuk menyelamatkan garis /jpesitar,
meskipun nilai-nilai lebar sabuk hijau tersebut bervari@gn dalam
pelaksanannya di lapangan masih sering atau bakan sepenmenyampang
atau tidak dipatuhi. Namun demikian, meskipun nildiale sabuk hijau masih
tidak jelas landasannya dan penerapannya di Indonestaymedalam peristiwa
tsunami yang baru lalu kita dapat melihat betapa konsepmasih sangat
relevan.

Kegiatan:

Melakukan rehabilitasi tanaman mangrove pada daerah dimarzaanda

mangrove sebelumnya tumbuh.

Tujuan:

Merehabilitasi dan mengembangkan mangrove seluas 164.840 haDdd&iA

9.750 ha di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2006-2010 untuk kepentingan

perlindungan pantai maupun pemanfaatannya sebagai tempat pentdgian

perkembangan perikanan dan ekosistem baru yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

0 Memetakan kondisi kawasan ekosistem mangrove NAD dan Nias

0 Melakukan kajian tentang karakter dan poteni pantai;

0 Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi hutan mangroyedanaman
pantai lainnya;

0 Menyusun rencana teknik rehabilitasi hutan mangrove dan peaanam
tanaman pantai lain jangka menengah;
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0 Melaksanakan rehabilitasi hutan mangrove di zona pantai dema z
perikanan/pertambakan (mengikuti rencana tata ruang) seegs@ah
maupun terintegrasi khususnya dengan metsil®-fishery (budi daya
perikanan berwawasan lingkungan);

0 Menyusun mekanisme kelembagaan untuk memelihara, memantau dan
mengevaluasi hasil rehabilitasi hutan mangrove.

Rehabilitasi kawasan tambak dan ekosistem habitat kritis
Tujuan:
Mengembalikan fungsi ekologi pada ekosistem pantai dan h&bitst guna
meningkatkan nilai dan fungsi ekosistem.
Kegiatan yang dilakukan meliputi:
Mengintegrasikan rencana tata ruang tambak ke dalam rencana umum tata ruang
provins.i
0 Menyusun panduan pengelolaan tambak berbasiskan potensi siegber
hayati laut lestari;
0 Menyusun rencana rinci terhadap zonasi kawasan pantai lyamfigngsi
untuk lindung, tambak dan hutan kota;
0 Merehabilitasi dan menata kembali ekosistem pantai termdsdsistem
tambak melalui partisipasi masyarakat;
0 Menyusun masterplan dan detail desain setiap kawasan pesuggsmm
usaha budidaya tambak;
o0 Melakukan rehabilitasi terhadap vegetasi perintis selamantan mangrove
di kawasan pesisir sesuai dengan karakter dan aspirasinalestypesisir;
0 Melakukan pemantauan dan memelihara nilai keanekaragaman tayat
dalam eksosistem kritis;
2. Kebijakan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakasipgang berbasis sumber
daya alam, strategi yang ditempubh:
Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan
Kegiatan pokok meliputii mengembalikan kegiatan perikanan tangkap,
merehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan dayd lainnya dan
fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat nelayan dan pelaymdkan serta
masyarakat pesisir lainnya, kebijakan yang ditempuh olgfafsmen Kelautan dan
Perikanan antara lain adalah pada tahun pertama dilakusiita$a kegiatan ekonomi
masyarakat pesisir yang sifatnya mendesak, termasuk di misakegiatan ekonomi
sementara témporary livelihoodl yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sementara
untuk memberikan penghasilan bagi keluarga. Kegiatan ekoneméergara dapat
berupa perbaikan kapal, pembersihan tambak, perbaikan atau phatbeesrana dan
prasarana lain.

Kebutuhan modal kerja untuk tahap awal pemulihan ekonomi,urdikk nelayan dan
pembudidaya ikan diharapkan diperoleh dari anggaran yaedidkan oleh pemerintah
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(APBN/APBD) ataupun hibah luar negeri difokuskan untuk kegig@mberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan pembudidaya ikan ddrergayaan
perikanan tangkap skala kecil.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dilakukan penyedm@oan teknis
kepada sektor swasta, seperti bantuan sarana dan samduesppada pemulihan usaha
pembenihan, unit pengolahan ikan, pompa, kapal, alat tangkapyayakaypal dan lain-
lain yang penyediaan kebutuhan investasinya diharapkan daot pekbankan ataupun
dari investasi sektor swasta.

Pada tahap rekonstruksi (jangka menengah), dilakukan upaya pemdarigmbali
seluruh sistem produksi pengolahan dan pemasaran usaha petéagiap, perikanan
budidaya, serta pengembangan mata pencaharian alternatif.

Upaya pengembangan usaha perikanan dilakukan melalui kegiataa seperti:
Rehabilitasi perikanan tangkap
Kebijakan penyediaan sarana dalam tahun pertama diprioritaskdaok
penangkapan skala kecil dimaksudkan untuk mendorong nelayaa kegdrali ke
laut.
Rehabilitasi perikanan budidaya
Rehabilitasi perikanan budidaya dilakukan dengan merehabit@si penataan
kembali tambak-tambak yang ada sebelum terjadi tsunamieBiaan sarana
pembudidayaan, khususnya untuk budidaya air payau dan lautkdibémpada
para pembudidaya sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk benpipilokt,
pestisida, pakan, obat-obatan, dan peralatan budidaya.
Rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan
Departemen Kelautan dan Perikanan merencanakan redgibifisilitas pelatihan
yang rusak akibat tsunami seperti; Loka Budidaya, Sekolathal&®rikanan
Menengah (SUPM), Balai benih, dan berbagai prasarana danasgerikanan
lainnya.

3. Kebijakan melibatkan masyarakat pesisir dan pranat&al sdan budaya dalam
menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan, strategitgamguéh adalah:
Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidemgakeldan
perikanan. Kegiatan pokok meliputi memberdayakan pranata stasialembaga
adat yang ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan s$eb@angue
mekanisme pengawasan sesuai dengan nilai sosial, budagapiaasi masyarakat
setempat.

2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan fegedarintah daerah
Aceh dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan sebagat :
1. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenatds umengelola
sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.
2. Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di &igutin:
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a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;

b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau
pembudidayaan ikan;

pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulak keci

penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atasiwikayt
yang menjadi kewenangannya,;

e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut ; dan
keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara KesagpabliR
Indonesia

oo

-

3. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenangrhitieare izin
penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut Biraysa sekitar
Aceh sesuai dengan kewenangannya.

4. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut dilakukan dengampenhatikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

5. lzin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari ganggp&e arah laut
lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dampeséga dari
wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota.

Kecuali disebutkan dalam Pasal 165 Ayat (3) huruf cktiisebut secara eksplisit dalam
undang-undang wilayah laut yang menjadi kewenangan Aceh. Ngikaimelihat pada
beberapa ketentuan seperti dalam Pasal 1 angka 2, Pasgkd Aaminyatakan secara
berulang-ulang bahwa Aceh merupakan provinsi dan pemerint#ah adalah
pemerintahan daerah provinsi, maka jelaslah bahwa wilay&lyang menjadi kewenangan
Aceh adalah sama dengan provinsi lainnya sejauh 12 mil laut.nghudalang No. 11
Tahun 2006 memberikan ruang yang cukup terbuka dan memberikan pentakadap
lembaga adat dan pranata ablat.

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini menggantikatarper sebelumnya,
yaitu: UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Di dafatang—undang ini
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sebagdilier

1. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan goenatang
meliputi:

a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanataampenang
wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelakspesmataan ruang
kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

4 Pasal 96-99 UU No. 11 Tahun 2006
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d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilkasmnsama penataan
ruang antar kabupaten/kota.

2. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan pematasy wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

3. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaiinaaiesud pada ayat (1)
huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
a. penetapan kawasan strategis provinsi;
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaadgkemasan strategis
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dan dhaapat dilaksanakan
pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

5. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provingripeh daerah
provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruangngkat
provinsi dan kabupaten/kota.

6. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada aggat(12), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka gredaks penataan
ruang wilayah provinsi;

2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusum dalagka
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan petunjuk pelakdaidang
penataan ruang;

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruan

7. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhdastgmelayanan
minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah|geaige sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kewenangan kabupaten dan kota meliputi:
1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelemggeredaan ruang
meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaaanpenahg
wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
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d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaatiaape ruang
wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1phueliputi:
a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kalkgiatesgbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, pemerintah daerah kabupatemiélatesanakan:
a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota

4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada)aat ayat (2),
pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidataapenang dan
petunjuk pelaksanaannya.

5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada)aggat (2), ayat (3),
dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencama dian rencana rinci
tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wikyghaten/kota; dan
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruan

6. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat menstandar pelayanan
minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi oepgambil langkah
penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang cukup luas kepadanRsmnterovinsi,
Kabupaten/kota untuk menata ruang di wilayahnya. Kewenangaejalan pula dengan
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Acedumain kabupaten/kota yang
dimandatkan di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerirtah. Alrusan penataan
ruang menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Provinsi Nangiggek Darussalam maupun
Pemerintah Kabupaten/Kotanya.

4). UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau
Kecil

Undang — undang ini dalam aspek konservasi memberikan ruarigdilastkukannya dan

dijaganya kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau keglihdungi alur migrasi ikan

dan biota laut, melindungi habitan biota laut dan melindutgg iudaya tradisional.

Sementara itu dari sisi kewenangan, undang — undangemberikan kewenangan kepada
Pemerinta Daerah sebagai berikut:
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1. Pemerintah Daerah diberi mandat untuk menetapkan batapaslan pantai
yang disesuaikan dengan karateristik topographi, bigfisidro-oceanografi,
kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain.

2. Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usularditakre
program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulauil kggng menjadi
kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan stamdged@man yang
ada.

3. Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukalanuskreditasi
program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulauil kggng menjadi
kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan stamdged@man yang
ada.

4. Gubernur berwenang memberikan Hak Pengusahaan Pef@sinir (HP-3)
sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

5. Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayanairan pesisir 1/3
(satu pertiga) di wilayah kewenangan provinsi.

6. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ddéalakan oleh
pemerintah bersama pemerintah daerah.

Kemudian dari sisi pengakuan terhadap hak pengelolaasyanakat berdasarkan
hukum adat yang diatur dalam undang-undang ini antama dacara umum undang-
undang ini ingin membuka ruang dan akses bagi makgaradat, lokal dan

tradisional yang di pesisir untuk tetap bisa mengelilayah pesisir dan laut sesuai
dengan sistem adat yang sudah turun temurun dipertahaDkéam ketentuan umum
istilah masyarakat adat dan lokal serta masyarakdiotral disebutkan dan kemudian
dipertegas lagi melalui Pasal 61. Ini menunjukkarara@ pengakuan terhadap
keberadaan mereka.

Namun di sisi lain, kehadiran undang-undang ini bismdoeong munculnya konflik

regulasi seperti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentangeRetahaan Aceh. Undang-
undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi Peaterfteh yang salah
satunya mengelola sumber daya pesisir dan pulau-gédeilnya. Sedangkan UU No.
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulw-Pgecil memberikan

kewenangan yang besar bagi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, konsep HP-3 membawa kekhawatiran temygdieksploitasi dan kerusakan
wilayah pesisir, jika upaya untuk melakukan kontrol gangawasan yang ketat tidak
dilakukan.
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BAB IV
HUKUM ADAT LAOT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAU  TAN
DAN PERIKANAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikaan

Dalam konsep hukum adat di Aceh, lingkungan hidup merupakan anugkabhSWT

yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia dan hiokk hidup lainnya.
Keberadaan lingkungan hidup menjadi bagian integral dari kelaggsumdup makhluk
hidup itu sendiri, termasuk manusia di dalamnya. Sehingga tiget ddéawar-tawar bila
eksistensi lingkungan hidup harus senantiasa terjaga kelestariafgayelolaan
lingkungan hidup yang arif dan bijaksana telah dipraktekan sejali lzahkan sudah
berlangsung secara turun-temurun. Dalam melakukan pengeldilzghtungan laut,
lembaga adat Panglima Laot menerapkan nilai dan konsep kdakiédnKonsep kearifan
lokal tersebut hingga kini masih tetap dipertahankan.

Lembaga Panglima Laot

Dari segi nama, gelar panglima untuk pimpinan lembaga ladatmerupakan sebuah
keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersalmalhs mencerminkan jabatan yang
sarat dengan kekuasaan dan jabatan. Ini memang dapat dibuktédam peran
kesehariannya, tegas, bahkan harus bersikap keras dalam rbésgaiap keputusan.

Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan lembaga Panglmamiasuk ke dalam
sistim adat Aceh. Menurut beberapa sumber, lembaga inhdada berkembang sejalan
dengan perjalanan era kesultanan di Aceh dimana satlalpendukung perangkat pemerin-
tahan adalah lembaga adatnya.

Begitu otonomnya Lembaga Panglima Laot, sehingga pada zamtan kandar Muda
(1607-1636 M) Panglima laot diangkat resmi oleh Sultan. Tugasigan memberdayakan
ekonomi kawasan juga menjadi alat pertahanan dan keamardaot.dUntuk mengem-
bangkan tugas tersebut, Panglima laot diberi kekuasaanetaeggarakan peradilan dan
melaksanakan setiap putusan yang dibuatnya (T. Mohd. J@0éd.:3)

Dalam buku De Atjehers, Snouck Hurgronje hanya menyebutkan h@ragpawang yang
mengkoordinir kegiatan penangkapan ikan di laot dipimpin olelnasg Panglima Laot
beserta perangkatnya dipilih oleh para pawang di wilayapirtemereka masing-masing.
Wilayah hukom (adat) seorang Panglima disebut Lhok,rargatu Lhok dengan Lhok
lainnya dipisahkan oleh tanda batas alam (Snouck : 1985:318).

Peranan Panglima Laot dalam Pengelolaan Lingkungan Laot

Lembaga Panglima Laot berkedudukan di wilayah laut dan besifar@ngatur pengelolaan
sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. SelainPinglima Laot juga berfungsi
membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan penielestarikan
adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakaameldglam melaksanakan
fungsinya, panglima laot mempunyai tugas, antara lain: fhifsar@ dan mengawasi
ketentuan-ketentuan hukum adat dan adat laot; mengkoordinasikamengawasi setiap
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usaha penangkapan ikan di laut; menyelesaikan perselisingkésa yang terjadi diantara
sesama anggota nelayan atau kelompoknya; mengurus dan menyelesmgggacara adat
laot; menjaga/mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantgafaditebang; merupakan
badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah; dargkagkam taraf kehidupan
nelayan pesisir pantai.

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut, panigithaerpegang teguh
pada hukum adat laot. Hukom adat laot adalah aturan-atdednyang diperlihara dan
dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga katedalam penangkapan ikan
dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adgti¢ggotiapat berfungsi sebagai
pengisi hukum positif nasional, apabila dalam hukum nasitidak ada pengaturan
mengenai hal itu. Substansi kaedah adat laot adalah kaum mélegsama kemampuan
yang dimiliki mereka berupa pengetahuan alat tangkap, pergelenberdaya hayati laut
dan mampu menjaga kelestarian sumber potensi yang tersathandebas.

Wilayah kekuasaan panglima laot mulai dari wilayah pegiantai hingga ke laut lepas.
Ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangaglipaa laot meliputi: bineh

pasie (tepi pantai), leun pukat (kawasan untuk tarik pukat datetla dan teupien (tepian
pendaratan peuraho, baik di kawasan teluk maupun kuala), daifuddo(laut lepas).

Menurut Djuned, wilayah kekuasaan panglima laot ke arah |gais Ipada prinsipnya
mengikuti kaedah hukum sejauh mana sumber daya laut itu ikedala secara ekonomis
oleh masyarakat adat laut. Sedangkan ruang fisik yang hergab dengan ekosisitem
pantai meliputi:uteun bangka(hutan bakau)uteun pasie, uteun arothutan cemara),

neuheur(tambak), dafancang sira(ladang garam).

Bineh pasie(tepi pantai) adalah kawasan di tepi pantai terhitung indda pecahnya

ombak hingga ke tempat dimana tanaman tahunan tidak bisa hurpbling hanya

ditumbuhi oleh tanaman tapak kuda. Bineh pasie merupakan &awlasat yang berada
dalam pengawasan adat laot karenanya penggunaan dan perubaimamkaerkawasan

bineh pasie untuk kepentingan selain kepentingan masyarakatameleruslah atas
persetujuan dari masyarakat nelayan setempat. Bineh Huasmpakan wilayah

kewenangan lembaga panglima laot untuk mengatur dan mengawaanfpatannya,

khususnya untuk kesejahteraan kaum nelayan. Kawasan Biseh daagat dipengaruhi
oleh faktor alam seperti abrasi. Salah satu faktor yaeghpercepat terjadinya abrasi
adalah akibat ditebangnya pohon pelindung di pantai yanglutafaudipelihara secara
turun untuk kebutuhan kayu industri dapur arang, bahan bangunan daonkpam areal

tambak rakyat. Abrasi membuat areal bineh pasie menjaikse sempit.

Leun Pukatadalah kawasan bineh pasie yang digunakan untuk kegiatan knpuokai
darat (pukat banting atau pukat Aceh). Leun Pukat letaknyabojamdari tepi pantai
hingga laut yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan mendaratkaagkgukat darat.
Leun Pukat merupakan kawasan yang dilindungi oleh adat dankadek dipergunakan
untuk keperluan lain tanpa izin dari masyarakat nelayan.
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Teupienmerupakan tempat nelayan mendaratkan perahunya. Pendagedhn ini bisa

saja di kuala atau bineh pasie. Kuala yang menjadi kewenaugdnaot adalah bagian
yang secara tradisional digunakan untuk mendaratkan perahuligamgkan sebagai jalur
perahu menuju laut dari tepian pendaratan. Sebagai salalpussat kegiatan nelayan di
saat pulang melaut, penggunaan teupin diatur dan dilindungi déh@engan demikian,
kepentingan nelayan atas kawasan ini tetap terpeliharzgamin keberadaannya.

Uteun Bangkghutan bakau) merupakan kawasan penyanggga bagi kehidupasisir
pantai. Tanaman ini memiliki berbagai fungsi diantaramglah sebagai tempat
berbiaknya berbagai jenis ikan dan udang, pencegah penyuaurdaut ke daratan dan
juga menahan abrasi. Di beberapa tempat seperti di Kedoupeeeh Besar dan Aceh
Barat berlaku adat; siapa yang menanam pohon bakau di paeditan, maka yang
bersangkutan berhak atas tanaman tersebut. Namun karenalofsangeya tidak
terkontrol, penanaman pohon bakau terus meluas, sehingigk telas lagi
kepemilikannya. Pohon bakau yang sudah besar ditebang oteiikpga untuk di
jadikan neheun (tambak). Kondisi ini menyebabkan luas hutaaubakilik ulayat
masyarakat semakin berkurang akibatnya pelestarian bakauk uperlindungan
ekosistem pantai menjadi sulit dilakukan karena bemgéihkepemilikan atas hutan
bakau yang ada di wilayah setempat.

Uteun Aroen(hutan cemara) merupakan kawasan penyangga di tepi yamigiterdiri
dari pohon cemara. Perairan yang dekat dengan pesisiaipgng banyak pohon
cemara berdasarkan pengalaman nelayan setempat diyakinat sdisgkai oleh
kawanan ikan tertentu, terutamaolusca(kerang-kerangan), kakap, kerapu dan lain-
lain dimana habitat ikan tersebut lebih tertarik kepadha skiim sekitar kawasan pantai
yang ditumbuhi pohon cemara.

Uteun pasie(hutan pantai) adalah sebutan untuk kawasan tajuk pepolmtan yang
tumbuh di pinggir pantai. Uteun pasie merupakan kawasamh@ng dilindungi untuk
kepentingan keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir.

Masyarakat pesisir di Aceh memiliki kearifan lokal dalamangatur pemanfaatan kawasan
pesisir diantaranya melalui perlindungan jalur hijau berugmlpenan di sepang pantai
yang sekarang lebih dikenal dengan istitgaben belt.Pada masa lalu, jalur hijau berupa
bak aron (pohon cemara) dilindungi oleh adat. Barang smpkkukan penebangan
terhadap bak aron di bineh pasie (tepi pantai), maka ia dizersanksi adat.

Pada saat ini, adat tentang pemeliharaan dan perlindungan rdakmalai kurang
dipedulikan sehingga banyak bak aron yang ditebang. Padahalumeeagalaman para
pawang, bak aron memiliki fungsi ekologis yang cukup baikukunmenciptakan
keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir. Daya adaptasinyairygai terhadap iklim
pesisir dan air laut membuat bak aron dapat bertahan hiduppualaganah tempat
tumbuhnya digenangi air laut, misalnya pada saat air pabtngaat terpenting dari segi
ekonomi, adanya jalur hijau berupa bak aron menimbulkan dalkajdais ikan tertentu
untuk mendekati kawasan pantai. Keadaan ini tentunya sarggguntungkan nelayan
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karena mereka dapat menangkap ikan di perairan terdekat.dvi&ifaya, bak aron dapat

memperkuat tebing atau ikatan tanah di sepanjang pantadytangbuhinya. Berdasarkan

pengalaman pasca tsunami, bak aron (cemara laut) techgpsd bertahan dari genangan
air tsunami. Hal ini dapat kita lihat di sekitar Ranthoknga — Lampuuk, Kecamatan
Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Selain bak aron, menurut responden, ada beberapa jenisataamnya yang baik
ditanami di zona penyangga (tepi pantai) seperti bak dirak,bunot, bak seukee dan
mangrove atau bangka. Tanaman tersebut dapat ditanamadh pamtai yang kering
maupun di kawasan pasang surut. Di tanah pantai yang kerintgp{dpantai) dapat
ditanami bak siron, bak bunot dan bak seukee, sement&a@avdisan basah atau payau
dikembangkan tanaman jenis mangrove atau bakau (bangka). Paleapean kesemua
tanaman di atas dapat dibuat dalam bentuk yang bervdr@sidalam bentuk jalur yang
seragam maupun campuran. Bila menggunakan pola jalur seragkan smsunannya
sebagai berikut: bak aron di lapisan dalam, di tengahaimi bak bunot bervariasi dengan
bak siron dan di bagian paling luar yang berhadapan langsunggridaut ditanami bak
seukee. Dengan pola ini, apabila timbul tanoh jeut (tanab tienbul atau bertambah di
tepian sungai atau tepi pantai sebagai akibat proses,ataaka akan disusul pula
pelebaran pertumbuhan bak seuke secara alamiah, sehinggajeandbrsebut lama-
kelamaan menjadi semakin kokoh ikatannya dan dapat ditanaamaa tua.

Dari segi pola tumbuh, bak aron pertumbuhannya bersiftikakke atas dan membentuk
batang yang kokoh, sedangkan bak siron membentuk tajuk yang riddargdakalanya
batangnya merunduk ke arah laut. Akar bak siron memilikt sifengikat tanah ke arah
samping memanjang sepanjang tebing, Dengan demikian ia dapaerkaesat tebing atau
tepi pantai. Manfaat ekonomis dari bak siron belum banylkedmbangkan. Padahal kulit
batangnya menghasilkan serat yang dapat dikembangkan untoérigikat. Bila bak siron
sudah dikembangkan dalam jumlah banyak, tidak tertutup kemungkindumk un
dimanfaatkan untuk keperluan industri tertentu.

Dari sejumlah tanaman yang sesuai untuk pembangunarhjgurdi tepi pantai sebagai
zona penyangga, bak bunot merupakan salah satu pohon yangkmeirailiyang cukup
strategis di masa depan. Tanaman ini termasuk tananmgn ngamberikan sumbangan
besar bagi kelanjutan industri perkapalan di masa depan Kaakrminot merupakan salah
satu kayu terbaik untuk pembuatan perahu atau kapal ikan. Selapara tukang perahu
mengandalkan bak bunot manee (pohon laban) untuk dijadgjganandeng (kerangka
kapal). Padahal, saat ini, bak manee yang memenuhi syatt bahan perahu semakin
sulit dicari. Berbeda dengan bak manee, bak bunot dapat tudibkéwasan pesisir,
bahkan di tepi pantai yang terkena siraman air laut ipekal Batangnya yang dapat
tumbuh membesar memberi nilai tambah jika dijadikan tamapelindung (benteng alam)
di zona penyangga.

Selama ini tidak ada larangan adat bagi nelayan untuk wesqatikan di sebuah Ihok yang

ada hanyalah pengaturan eksplorasi penangkapan yang melipgatypan waktu
penangkapan, tata cara penangkapan dan penggunaan alat tasgkapesggan adat laot
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setempat. Bagi nelayan di luar lhok tersebut wajib tundukdangikuti ketentuan adat
dari wilayah adat laot dimana ia melakukan usaha penangkapasad&titu. Ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam hukum adat laot adalah:

Hari Pantang Laot
Kenduri adat laot
Kenduri adat laot dilaksanakan paling kurang 3 tahun sekali atmantang
kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat dinyatakan 3 lazag pagiaut pada
acara kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari padakéaduri hingga
tenggelam matahari pada hari ketiga.
Hari Jum’at
Dilarang melaut selama 1 hari terhitung sejak tenggelatah@aa pada hari kamis
hingga terbenam matahari pada hari jumat.
Hari Raya ledul Fitri
Dilarang melaut selama 2 hari dihitung sejak tenggelanalmat pada hari Meugang
hingga terbenam matahari pada kedua Hari Raya.
Hari Raya ledul Adha
Dilarang melaut selama 3 hari dihitung sejak tenggelamhadtpada hari meugang
hingga terbenam matahari padari ketiga Hari Raya.
Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus
Dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelanahmaat pada tanggal 16
Agustus hingga terbenam matahari pada tanggal 17 Agustus.
Setiap tanggal 26 Desember
Dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelanahmat pada tanggal 25
Desember hingga terbenam matahari pada tanggal 26 Deseralangan ini untuk
mengenang peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 bes2604.

Sanksi Hukum

Bagi nelayan yang melanggar hari pantang laot dikenakdssisankum berupa seluruh
hasil tangkapan disita dan dilarang melaut serendahiayda8 hari dan selama-lamanya
7 hari.

Adat Pemeliharaan Lingkungan laot
Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, pdkghstpengambilan
terumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkudgankan dan
biota lainnya.
Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir p@auotaseperti pohon
arun/cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidunpedli
Dilarang menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungnfla-lumba, penyu dan
lain sebagainya).
Dilarang penggunaan jaring di area terumbu karang (daeratapamij
Adanya pengaturan penangkapan ikan yang bertanda (tagging).
Larangan-larangan tersebut di atas masih berlaku edisitdilm masyarakat nelayan.
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Walaupun adat pemeliharaan lingkungan masih ber@éamgan baik dalam komunitas
nelayan, namun hasil penelitian di dilapangan menujukehwa telah terjadi
kerusakan di berbagai wilayah pesisir pantai. Menuesponden kerusakan tersebut
telah terjadi sebelum peristiwa tsunami. Kerusakareldibkan karena penjarahan
yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang menggunakarmlegi yang jauh lebih
unggul dibanding nelayan lokal. Di sisi lain, berkeangnya cara-cara penangkapan
ikan yang bertentangan dengan adat dan merusak lingkungandjilakukan oleh
nelayan lokal, seperti dilakukan oleh nelayan Kuala BuBhoceh Barat yang dalam
penangkapan ikan menggunakaawl.

Meningkatnya penjarahan hasil laut oleh nelayan adeng cara penangkapan ikan
yang merusak lingkungan, erat kaitannya dengan melemakoggol adat atas
kawasan tersebut dan kurangnya dukungan penguasa (apanagak hukum),
keterbatasan sumber daya nelayan dan penglima laot urgngatasi kegiatan yang
merusak merupakan persoalan lain yang sampai sekaedung blapat terpecahkan.

Sebaliknya, di kawasan adat laot, yang panglima e nelayannya memiliki
sumber daya yang memadai, perlawanan terhadap pukatahaterus dilakukan. Hal
seperti ini menjadi mungkin ketika nelayan memilikimada yang kuat dan
kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, ada koagaunitas nelayan yang
akhirnya tidak dapat berbuat banyak ketika berhadapagah kegiatan pengrusakan
lingkungan di wilayah perairan mereka. Walaupun pangliatd dan nelayan telah
berupaya untuk mencegah kegiatan pemboman dan pembilkaandi wilayah
mereka, namun karena tidak adanya dukungan dari penagaknh upaya mereka
menjadi sia-sia.

Sistem Pengelolaan Lingkungan laut Oleh Lembaga Panglima Laot

Pengelolaan lingkungan laut menurut hukum adat laut dipercayagpad&ké&embaga Adat
Laot. Lembaga adat laot dipimpin oleh seseorang yanglalaim bidang pengelolaan laut
yang disebut panglima laot. Dalam menjalankan pengelolaghuhgan laut, Panglima
Laot dibantu oleh pawang pukat dan aneuk pukat yang tersusun dalamssuétur
organisasi.

Lembaga adat laot merupakan suatu persekutuan hukum adat lagaiSaiatu lembaga
hukum, maka lembaga tersebut berkuasa mengatur eksploitgsrdiadungan lingkungan
dan sumber daya hayati laut di dalam wilayah laut yangadek¢kuasaannya. Kekuasaan
mengatur lingkungan laut di wilayah kekuasaannya bersifat otalzomntidak tergantung
kepada kekuasaan lainnya.

Kekuasaan Panglima Laot meliputi tiga bidang, yaitu bidang &eamdi laut, bidang
sosial warga persekutuan dan bidang pemeliharaan lingkungan laut.

Sistem pengelolaan lingkungan laut oleh Lembaga Panglined d#akukan sebagai
berikut:
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a. Penetapan aturan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan lau

b.

Setiap aspek kegiatan di laut diatur dengan hukum Adat Ldotadaturan itu ada
yang telah lama dipertahankan dan ada pula yang dibuat bauai sdengan
perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat nelayan.

Aturan yang telah lama ada, seperti larangan menebangn pdihtepi pantai dan
pantangan turun ke laut pada hari-hari tertentu. Pada dasatiga orang bebas turun
ke laut, bekerja mencari nafkah. Akan tetapi, atas peamgan kebebasan menjalankan
syariat Islam dan keamanan bagi setiap anggotanya, maka hakigndypertahankan
ada hari-hari yang dilarang melaut, yaitu hari Jumat, d@sAus, hari besar Islam, dan
hari hari dalam peristiwa kecelakaan di laut. Hari dyrdilarang melaut, atas alasan
agama dan keamanan di laut. Alasan agama, agar pada et Jetiap anggota
nelayan berkesempatan menunaikan shalat Jumat.

Aturan lainnya adalah tentang tata cara penangkapan ikdoual® boat yang ingin
menangkap sekawanan ikan, pawang dari boat tersebut haruseméanda (isyarat)
kepada boat lain. Tanda atau isyaratnya adalah dengan mengamngjeat atau tudung
kepala ke atas. Tanda atau isyarat itu memberi hak kepadddigsangkutan untuk
menangkap kawanan ikan tersebut dan sekaligus timbul larangabdaddain untuk
menangkap kawanan ikan itu.

Aturan yang dibuat baru berupa larangan menangkap ikan dengggunakan alat
tangkap jenis trawl, bahan peledak, penglistrikan, racuta darangan membuang
limbah seperti oli bekas ke laut.

Diangkat seorang pemimpin yang menjalankan Hukum Adat Laot

Hukum tanpa kekuasaan, bukan hukum. karena hukum tanpa kekusdaamapat
dipaksakan keberlakuannya di dalam masyarakat. Dalam sigtengelolaan
lingkungan laut, pengelolaannya dipimpin oleh Panglima.Laot

Kekuasaan mengatur pengelolaan lingkungan laut dilaksanakarsu@él organisasi
yang terstruktur secara vertikal dari Aneuk Pukat, Pawangt RlakaPanglima Laot.
Panglima Laot merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur aggsaniitu dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan lingkungarsdhiigga prinsip
kelestarian lingkungan dapat terjamin serta semua hukum daturpergpemerintah
berjalan.

Jadi, semua nelayan baik sebagai Aneuk Pukat maupun selaagang®Pukat dan
Panglima Laot ikut serta bersama-sama mengawasi pakds pergelolaan lingkungan
laut sesuai ketentuan Hukum Adat Laot.

Diadakan sejenis pengadilan untuk mempertahankan Hukum Adat kot.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum diatditi oleh
Pengadilan Panglima Laot dan diberi sanksi. Sanksi ya@reyikhn bukanlah sanksi
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terhadap fisik, akan tetapi berupa perampasan hasil tangktmafarangan bekerja di
laut selama waktu tertentu.

. Menjalin hubungan dengan intansi pemerintah terkait.

Panglima Laot dalam melaksanakan pengelolaan lingkungaméaerja sama dengan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar dan polisi ger&egenap fungsionaris
Lembaga Adat laot mendapat bimbingan dari Dinas Kelautan dakairam, baik
mengenai teknologi penangkapan hasil laut maupun dalam pedaksgeraturan
pemerintah, terutama yang menyangkut pengelolaan lingkungteedperti pemilikan
jaring yang tidak merusak lingkungan dan daerah penangkapan ikan.

Syahbandar sebagai penanggung jawab terhadap pelayanainsaingat berkepentingan
kepada Panglima Laot. Karena itu izin pembuatan perahu/bogpataberlayar bagi
perahu/boat disalurkan melalui Panglima Laot dan pelakseya diawasi bersama.
Syahbandar memberi petunjuk-petunjuk wilayah laut yang boleh adilagian
menangkap ikan serta cuaca di laut. Kerja sama denganpersian dilakukan dalam
hal adanya pelanggaran berat dan tidak mampu diselesaikaRariglima Laot, seperti
ada kapal asing menangkap hasil laut dalam wilayah peraidamédgsia yang setelah
diperingatkan oleh fungsionaris Panglima Laot tetap tidmidaihkan. Kasus seperti itu
dilaporkan kepada polisi perairan. Mengingat peran sertgliR@nLaot demikian besar
dalam menjaga pelestarian fungsi laut, maka keberadaamagamPanglima Laot
tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat. Hal iartbkewenangan Panglima Laot
tetap diakui dalam pengelolaan lingkungan laut.

Dalam hukum adat laot telah dikembangkan sistem pelaporamk umenjaga
lingkungan laut. Jika seorang nelayan atau anggota masydaakata melihat ada
oknum yang melanggar lingkungan hidup, maka pelanggaran tersebsitdilaporkan
segera pada Panglima laot dan atau kepada pihak yang berwajib.

Panglima Laot secara kelembagaan mengatur pengelolagkurigan laut dengan
aturan selain memuat larangan juga mengatur cara orangdb&rterhadap lingkungan
dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kewenangan yaifigimyan Pengaturan
seperti itu membawa konsekuensi lebih efektifnya berlaku hu&tas pengelolaan
lingkungan laut.
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KOMPARASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DAN HUKUM ADAT L

BAB V

AOT

Komparasi ini akan dilakukan antara Qanun dengan Hukum Raat. Sebagaimana
dijelaskan di atas bahwsemenjak berlakunya UU No. 18 Tahun 20@éntang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Pridversggroe Aceh Darussalam
daerah memiliki kewenangan atas pengelolaan wilayath Berdasarkan undang-undang
ini pula pemerintah Aceh menerbitkan beberapa Qanun yakgitt dengan pengelolaan
sumber daya perikanan dan kelautan.

Konservasi sumber daya kelautan dan perikanan

atau eksotik
f. pencegahan dan
pemberantasan hama d
penyakit ikan
. Setiap orang atau badan

Isu Qanun Hukum Adat Laot Keteranga
Bentuk Kegiatan konservasi Kegiatan konservasi menuruQanun No.
konservasi | meliputi kegiatan hukum adat Laot juga 20 Tahun
perlindungan, pengawetan | terbagi atas kegiatan 2002 tentang
dan pemanfaatan secara | perlindungan (berupa Konservasi
lestari plasma nutfah larangan melakukan Sumber Sayé
spesifik lokasi serta suaka | pemboman, peracunan dll),; Alam
perairan di wilayah perairan pengawetan
umum ( perlindungan terhadap
kawasan uteun pasie dll) dan
pemanfaatan
Pengaturan | Ketentuan mengenai o Dilarang melakukan Qanun No.
konservasi | konservasi sumber daya pemboman, peracunan, | 20 Tahun
alam meliputi: pembiusan, penglistrikan, 2002 tentang
a. alat-alat dan cara pengambilan terumbu Konservasi
penangkapan ikan karang dan bahan-bahan Sumber
b. jumlah, jenis dan ukuran lain yang dapat merusak | Daya Alam
ikan yang boleh lingkungan.
ditangkap
c. daerah, jalur dan waktu | o Dilarang
atau musim penangkapan menebang/merusak
d. pencegahan pencemaran pohon-pohon kayu di
dan kerusakan, pesisir pantai laut seperti
rehabilitasi, peningkatan|  pohon arun/cemara,
sumber daya ikan serta pandan, ketapang, bakau
lingkungan dan pohon lainnya yang
e. penebaran ikan jenis baru hidup dipantai

Dilarang menangkap
ikan/biota laut lainnya
yang dilindungi (lumba-
lumba, penyu dan lain

AN

usaha dilarang

sebagainya)

-

1S4
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melakukan penangkapan

ikan diwilayah perairan
umum dengan
menggunakan bahan
peledak, racun, arus

listrik dan bahan lain atau

alat lain yang dapat
merusak kelestarian
sumber daya ikan

o Dilarang penggunaan
jaring di area terumbu
karang (daerah
pemijahan)

ikan yang bertanda
(tagging)

trawl dan sejenisnya

o Pengaturan penangkapa

o Dilarang menggunakan

=)

Lembaga
konservasi

Lembaga pemerintah
yang bertanggungjawab

terhadap konservasi SDA

Lembaga non-pemerintah
baik secara lokal, nasional

dan internasional yang
langsung bergerak di

bidang konservasi sumber

daya alam dan atau yang
terlibat terhadap

pengelolaan sumber daya

alam

Setiap orang atau
penanggung jawab usah
atau kegiatan yang
langsung atau tidak
langsung bergerak di
bidang konservasi SDA
dan atau yang terlibat
dalam pengelolaan SDA.

Lembaga adat otonom
yang terkait dengan
sumber daya alam yang
hidup di gampong dan
mukim

Lembaga Hukom Adat
Ladt/Panglima Laot

oD

Qanun No.
20 Tahun
2002 tentang
Konservasi
Sumber
Daya Alam.
Salah satu
fungsi dari
lembaga
konservasi
adalah
memberikan
saran dan
pendapat
kepada
kepala
daerah
dalam
pengendalian
konservasi
sumber daya
alam

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Isu Qanun Hukum Adat Laot Keterangan

Yurisdiksi o Perairan laut teritorigl Dari wilayah pesisir Qanun No. 16
sejauh 12 mil. hingga laut lepas meliputi| Tahun 2002
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o0 Wilayah Provinsi 44 bineh pasie (tepi pantai), | tentang

12 mil laut leun pukat( kawasan tarik| Pengelolaan
o Kabupaten 0-4 mil pukat) kuala dan teupien | Sumber Daya
laut ( tepian pendaratan peruhuKelautan dan
baik di kawasan teluk Perikanan

maupun kuala) dan laot
luah (laut lepas) sejauh
sumber daya laut dapat
dikelola secara ekonomis
oleh masyarakat adat.
Ruang fisik yang lain
meliputi uteun bangka
(hutan bakau), uteun pasie
uteun aron (hutan cemara)
neuheun(tambak) dan
lancang sira (ladang

garam).
Pengelolaan Dalam pengelolaan, Hukom Adat Laot juga
sumber daya | pemerintah provinsi mengatur prinsip-prinsip
perikanan mengeluarkan ketentuantidak berbeda dengan
ketentuan yang mengatuthukum pemerintah.
tentang: a. Alat-alat menangkap
a. alat-alat penangkap ikan, sejauh tidak
ikan merusak biota laut dan
b. persyaratan teknis lingkungannya

perikanan yang harus| diperbolehkan.
dipenuhi oleh kapal | b. Panglima Laot
penangkap ikan mendukung kebijakan
dengan tidak pemerintah termasuk
mengurangi ketentuan untuk penerapan
perundang-undangan| pembuatan surat izin

yang berlaku penangkapan ikan.
mengenai keselamatarc. Daerah, jalur dan wakty
pelayaran penangkapan bagi
C. jumlah, jenis serta panglima laot ditentukan
ukuran ikan yang tidak berdasarkan
boleh ditangkap kemampuan ataieeling
d. daerah, jalur dan panglima laot tersebut.
waktu musim d. Pencemaran dan
penangkapan kerusakan wilayah laut
e. pencegahan juga diatur dalam
pencemaran dan peraturan adat
kerusakan ,

rehabilitasi dan
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. penebaran ikan jenis
. pembudidayaan ikan

. pencegahan dan

i. hal-hal lain yang

peningkatan sumber
daya ikan serta
lingkungannya

baru
dan perlindungannya

pemberantasan hama
serta penyakit ikan

dianggap perlu untuk
mencapai tujuan
pengelolaan sumber
daya ikan

Perlindungan
terhadap
sumber daya
alam

Setiap orang dilarang
melakukan kegiatan
yang dapat
mengakibatkan
pencemaran dan
perusakan terhadap
sumber daya alam da
lingkungannya serta
kegiatan yang dapat
mengancam
kelestariannya.

Pemerintah provinsi
dapat menetapkan
kawasan lindung dan
atau suaka alam untu
menjaga kelestarian
sumber daya alam
dan mempertahankan
keanekaragaman
hayati serta kelestarig
plasma nutfah

=]

n

o Dilarang penggunaan

Dilarang melakukan
pemboman, peracunan
pembiusan,
penglistrikan,
pengambilan terumbu
karang dan bahan-bahg

lain yang dapat merusak

lingkungan.

Dilarang
menebang/merusak
pohon-pohon kayu di
pesisir pantai laut
seperti pohon
arun/cemara, pandan,
ketapang, bakau dan
pohon lainnya yang
hidup dipantai

Dilarang menangkap
ikan/biota laut lainnya
yang dilindungi (lumba-
lumba, penyu dan lain
sebagainya)

jaring di area terumbu
karang (daerah

Qanun No. 21

Tahun 2002

tentang

Pengelolaan

Sumber Daya
A lam

pemijahan)
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0 Pengaturan penangkap
ikan yang bertanda

(tagging)

Pelibatan
masyarakat
dalam
pengelolaan
SDA

Masyarakat dapat
melakukan kegiatan
pengelolaan SDA
secara adil, demokrat
dan berkelanjutan
sesuai dengan kearifg
tradisional.

Masyarakat di sekitar
lokasi SDA memiliki
prioritas utama untuk
berperan seluas-
luasnya dalam
pengelolaan SDA
Sebelum kegiatan
yang berkaitan denga
pengelolaan SDA
dilaksanakan di suatu
daerah, pihak
pelaksana wajib
mensosialisasikan
maksudnya kepada
masyarakat adat dan
atau masyarakat
setempat guna
mendapatkan
masukkan sebagai
bahan pengambil
keputusan baik bagi
pelaksana maupun
bagi pejabat yang
berwenang
Masukkan dari
masyarakat adat dan
atau setempat harus
dinilai secara objektif
dan rasional baik
melalui pendekatan
kualitatif maupun

Pengelolaan dilakukan
secara kolektif oleh
masyarakat pesisir, mulai
gdari perencanaan,
pelaksanaan, hingga
rpengawasan yang
pelaksanaannya dipimpin
oleh panglima laot.

>

kuantitatif.

Qanun No. 21
Tahun 2002
tentang
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam
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Melihat pada tabel di atas, pada prinsipnya pengelolaan sdaybaekelautan dan perikanan
yang terdapat dalam ganun juga diatur dalam hukum adat &bttebotulis maupun tidak
tertulis. Persoalan yang mendasar adalah pada ganun tidddsldin secara eksplisit
bagaimana bentuk pengaturan tata ruang laut hanya disebutkaminpEmelaerah
berwenang mengatur tata ruang lauhi berbeda dengan hukum adat laot yang secara
operasional telah membagi kawasan fisik dalam tata ruamgrotehukum adat yang
melihat ruang dalam dua ruang yaitu konservasi/perlindungan (ptsie/hutan pantai,
uteun aroen/hutan cemara, bineh pasie/tepi pantai) dan ruaranfeatan/budidaya (leun
pukat, teupien dan laot luah). Kawasan penangkapan sesuai dgaigéangkapnya juga
diatur, contoh kawasan pukat aceh dan kawasan palong.

® pasal 7 Qanun No. 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumbéd¢dbaytan dan Perikanan.
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BAB VI
REKOMENDASI

1. Perlu segera dibuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang benpaukk pelestarian
sumber daya kelautan dan perikanan serta kepentingan masysekly@an. Peraturan
yang sangat mendesak saat ini untuk dibuat adalah:

a.

Revisi Qanun tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Rixikanan
disesuaikan dengan UU Pemerintahan Aceh dan UU No. 3UnT2004 tentang
Perikanan dengan memperhatikan aspek pelestarian dan kebanadmiam
dimensi sosial, budaya, ekonomi, ekologis serta kelembagaa

Qanun tentang Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan PulawR{gcil yang

terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Ddeatdat untuk

menyusun Tata Ruang Wilayah Laut dan Pesisir telah diatken oleh UU No. 32
Tahun 2004. Namun, sudah hampir memasuki tahun ketiga, betapak adanya
upaya untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut. Dalam unddaggin
Pemerintahan Aceh hal yang sama diatur kembali. Saegat kiranya apabila
amanat UU Pemerintahan Aceh segera ditindaklanjuti.

Ditetapkannya beberapa kawasan konservasi laut daerah yatgjadideh provinsi
dan atau kabupaten dan kota sesuai dengan amanat pengelddgam eiut dan
pesisir yang teramanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Qanun tentang Izin Penangkapan Ikan dan Pengusahaan $dagheklam Laut.

Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Tata Cara PataanfBumberdaya
dan Jasa-jasa Lingkungan Kelautan.

Peraturan Gubernur tentang Dana untuk Kepentingan KonselamadRehabilitasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Gubernur tentang Tim Pengawas dan PengendaidoeiSlaya Kelautan
dan Perikanan.

Peraturan Gubernur tentang Pengakuan dan Perlindungan Tertdakénak dan
Hukum Adat Setempat.

Peraturan Gubernur tentang Sistem Kelembagaan dan KasrdPengelolaan
Wilayah Pesisir dan Laut.

Perlu dibentuk suatu lembaga keuangan khusus yang tepat guna dhakbkepada

nelayan kecil dalam hal penyaluran kredit pinjaman permodakngan bunga
pengembalian yang lebih rendah dari bunga komersial.
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3. Perlu segera dibuat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupatanfkatang sistem
pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu daaviesan lingkungan dan
melakukan harmonisasi sistem hukum (aturan, kebijakan, orgati@sakelembagaan)
sebagai pilar pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Reage dengan model ini
menggunakan pendekatan berbasis masyara@atnniunity based management
Pendekatan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berbasmssymrakat
diyakini lebih efisien dan mendapat legitimasi yang kuai dasyarakat sehingga
tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Kearifan lokalgyalipraktekkan dalam
hukum adat laot harus menjadi substansi dasar dari sistegelplan yang
dikembangkan tersebut.

4. Kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan sisi kelembagagandeerisikan
kewenangan harus diintegrasikan dengan kebijakan dalam hukoraatdgang lebih
mengutamakan upaya untuk menjaga, memelihara dan menyelamatkam dagde
kelautan dan perikanan.

5. Perlu segera mengefektikan dan mengoptimalkan, Tim KoordiRasigelolaan
Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir Pantai, yalady téitetapkan melalui Surat
Keputusan No. 522.5/092/2005 tanggal 23 Maret 2005. Diharapkan melalai imed
dapat dilakukan mekanisme komunikasi, koordinasi, konsultasi dawlk@ss untuk
perencanaan, pengelolaan dan penganggaran pembangunan kawadan pesisir di
tingkat kabupaten dan kota dan Provinsi NAD yang terintegrasjatlemencana
perencanaan dan pengangaran pembangunan nasional, selankaieyabagaan ini
dapat didanai melalui melalui mekanisme APBD provinsi makpinpaten dan kota.

6. Revitalisasi dan penguatan mekanisme kelembagaan uandifa Laot sehingga

sebuah sebuah sistem sosial lebih kuat dalam melakukkansme pengelolaan
(perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi) sumber dasia ghen laut.
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Daftar Istilah

Ekosistem: kesatuan komunita tumbuh-tumbuhan, hewan,organisme darorganisme
lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk kesgambstabilitas, dan
produktivitas.

Daya dukung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lain;

Wilayah Pesisir: daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yanggdipénoleh
perubahan di darat dan laut.

Sedimentasi:pemisahan partikel-partikel tersuspensi yang lebih benatpadaa air dari dalam
cairan oleh adanya gaya gravitasi.

Abrasi: proses atau peristiwa pengausan oleh gesekan atau gerakiakan air sungai atau laut,
air hujan, hujan es, atau angin.

Dekosentrasi: pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusadek€&pubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vedikailayah tertentu.

Otonomi daerah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mergdgmtumengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarat@nps¢ sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Lex specialis derogaat lex generalissuatu peraturan perundang-undangan yang bersifat
khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat um

Qanun: peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah igrabinsaten/kota yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyaetkat

Blue print: rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayahldamdupan masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsatéraritara yang selanjutnya disebut
Rencana Induk adalah rencana-rencana (blueprints) ysswpudi oleh Pemerintah bersama
Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekdssti wilayah pasca bencana
PP:Peraturan pemerintah

PERPU:Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

SK: Surat Keputusan

KB: Keputusan Bersama

APBN:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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APBD:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

HP-3:Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut &tRl8h hak atas bagian-bagian
tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan danapenk serta usaha lain yang terkait
dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulayadmgimencakup atas permukaan laut
dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pad&élai@san tertentu.
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LAMPIRAN 1:

TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PIHAK-PI  HAK YANG
TERLIBAT

Dalam pelaksanaan analisis kebijakan yang dilakukan olefr\Wvidbnesia Kantor
Program Aceh melalui beberapa tahapan yaitu:

PENGUMPULAN ANALISIS KONSULTASI
INFORMASI DAN ’ KEBIJAKAN ’ PUBLIK
DATA AWAL

|

FINALISASI PENYESUAIAN
DOKUMEN DOKUMEN
HASIL
4— | KONSULTASI
PUBLIK
SOSIALISASI
DOKUMEN
ANALISIS
KEBIJAKAN

PIHAK YANG TERLIBAT

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaassisrabijakan ini terdiri

dari berbagai pihak baik yang mewakili unsur pemerintaivipsi, kabupaten dan kota,
unsur dari kelembagaan adat, serta berbagai pihak lainmy&uBrincian pihak-pihak

yang terlibat:

Jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota:
- BAPPEDA
Dinas Kelautan dan Perikanan
BAPEDALDA
DPRD
Dinas Kehutanan
BKSDA
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POLAIR

Loka Budidaya Air Payau
Panglima Laot Provinsi NAD
Panglima Laot Kabupaten
MAA

Institusi Lokal

Wilayah kerja pemerintah yang diundang:

- Provinsi NAD
Kota Banda Aceh
Kabupaten Aceh Besar
Kota Sabang
Kabupaten Pidie
Kota Sigli
Kabupaten Aceh Utara
Kota Lhokseumawe
Kabupaten Aceh Timur
Kota Langsa
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Nagan Raya
Kabupaten Aceh Jaya
Kabupaten Simeulue



